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KATA PENGANTAR

Puj i syukur k ami panjatkan kehadirat Tuh
ber kat d an-Ny a h ma h iPenguguaan NA dan Raperda tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah dapat

di sel esai kan tepat pada waktunya terdiempias ke

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah bertujuan mendapatkan dokumen
NA dan Raperda tentang Pembentukan Produk Huku m Daerah . Hasil kajian
juga sekaligus memberikan gambaran kepada para pelaku yang terkait
dengan aktivitas investasi dan penanaman modal untuk membantu

membuat keputusan.

Demi ki an p e rPgngusunanr NA dan Raperda tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah i ni
k ami susun dan apabila terdapat kekurangan

besarnya.
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PENDAHULUAN

lLatar Belakang

Dal am penyelenggaraan o

dan DPRD di beri kan h ak ol

t onomi daer ah,

eh pemerintah

me mbent uk Peratursaenl abpetalga (di sebut Per

tersebut mer upakan h a k konstitusional

dinyatakan pada Pasal-Uh8aamygathacGéay U®d&ngy

unt uk mel aksanakan ot onomi dan tugas |

Asshiddigie menjelaskan mebwndBblongdaannghak

Dasar 1945 me mb awa konse

kuensi tertent

pengkual i fikasiannya maupun pi hak mana ye

utama dalam pemenuhannya.

dal am konstitusi, ma k a h a

Ol eh karena di ¢

k tersekbut di |l

konstitusional dan negara sebagai pemegan

pemenuhannya. 1

Penjel asan U mu-thn dlanndga ni§y o mo r 23 Tahun

tentang Pemerintahan Daer ah, menegaskan

daerah dilaksanakan ol eh Kepala Daerah L

peyel enggara pemerintahan

Kepal a Daerah merupakan mi

daer ah, ma k a k

tra sejajar ya

berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentuka

pengawasan, sedangkan Kep

al a Daer ah me

pel aksanaaReradtaasdan kebijakan daer ah | a

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

1 Oki W
Mi skibnJur nal Pehehmhibe ahure 16,

ahj u BuPdeinjianngtkoa,t abn Akses Bantuan ukum

cn'c
w o

Nod 7 5 4 h il 7 nﬁ
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kewenangan daer ah, DPRD dan Kepal a Dae
perangkat daer ah.
Fungsi, tugas dan wewenang DPRD secar a

dal am UnWndagng Nomarhuzn3 2014 tentang Pemer

Daer ah, pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal
di atur bahwa ODPRD mempunyai fungsi membe
dan pengawasanbé. Ketiga fungsi tersebut
rakyat, yang di |l ank scaarmrak ame ntbearhggas r ancanga
ber sama Kepala Daerah, menyetujui atau ti .
Perda, mengusul kan rancangan Perda, serta
Sal ah satu fungsi DPRD yang sangat %

penyel enggaraan ot onomigsda ereartb eand aulkeam fPwe |
Dal am mengejawantahkan fungsi tersebut,
wewenang membentuk Perda bersama dengan K
Perda tersebut menjadi salah satu al at dal
sosi al dan demokrasi, tabbdagaul pengepawan
dan entitas daerah yang mampu menj awab pe:
tantangan pada era ot onomi dan g@gloldal i sa
| ocal g 0o vseea lnaagnacie b agi an dar i pembangunan
berkesinambungan. 2

Dal am rangkai kmemaagar peratur-an per
undangan dapat mendukung tegaknya prinsicrg
setidaknya di perl ukan dua tertib yaitu
perundamdangan dan tertib pembentukan per.

undanglaenr.t i b dasar peratumdamgper ared&kmag t

M
s |

0

rol e
si a

2 Siti adrn d erms i P gda dalam Pembent&kanndler at
Legi asi I ndone Volume 11 Nomor 4 Desember 2
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dengan asas, j eni s, hierarki dan mater.
pembent ukan peratur-andapgaundaagkait de
perencanaan, penyusunan, pembahasan,

penetapan dan pengundangan. Pentingnya
nampak dari dicant-mmkenyapmdbé&ritentang as
hierarki, damuatmamnerperaturanunpgangadang
perencanaan, penyusunan, tekni k penyusun

pengesahan/ penetapan rancangamdagrgan,ur an
dal am UnWnadhagng Nomor 12 Tahun 2011 tente
Perundamdgangan.

At adsasat u pemhukan Perda harus dil akuka

asas, serta tahapannya. Selanjutnya agar
terarah dan terkoordinasi, secara for mal

proses dan tahapan yang har us dil al ui

perencanaan,pepyose®an, proses pembahasa
penetapan dan pengundangan. Sal ah satu ya
per hati an khusus ol eh |l embaga pembentuk
perencanaan. Proses perencanaan ini sang
mendal am, apakah s uaetrumapseamheachaahnandip daer ah

di atur dengan Perda atau cukup dengan b

daerah | ainnya. 3

3 Produk hukum daerah |l ainnya acalaahmprepreartwurjaundan
| ai kl ausa yang ada pada PasalUndladngayHaSal o) Und e
OPemerintahan daerah berhak menetapkan +fperatur al
peraturan |l ain untuk mel aksanakan otonomi dan tu
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Dal am proses perencanaan i ni pul a dapa
l andasan teoritis, serta  andasan keber |
secar a filosofi saupuwmsiyoulrdgdaiissanm t er sebut

dituangkanl ah dalam suatu penjelasan atau
akademi k

Tahapan tersebut mer upakan sal ah sat
tahapan program pembentukan Per da (yang
Propemperda. Aturan mengenai tahapan dan
Propemperda telah ditetapkan dalam berbag
undangan, namun dal am praktiknya masi h
kendal a dan per masal ahan, di antaranya:
sepenuhnyar kdaind apsaada skala prioritas atau I
masi h dijumpali perda | awas yang belum se
Perda khusus yang didalamnya mengatur me
Perda yakni Per da No nokran6 tTeathaupni 2sOeli6r.i n g
mengal ami @rruParhda perl u dil akukan penye:
pernah terjadi beberapa rancangan Per da
Propemperda tahun berjalan akan tetapi t
tahun. Tentu itu mempengaruhi propemoer d:
pernyesuai anbaham. p8elui ngga di butuhkan se
tersendiri unt uk mengatur pembentukan pr

dal amhal i ni secara spesifik adal ah perat

4 Penyusunan dan penetapan Propemperda mempert
Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap
paling banyak 25% (dua puluhrlainmangeaens ey ddamyian
ditetapkan pada tahun sebelumnya (Pasal 15 ayat
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan At
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hu
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Kendadanper masal ahan sebagai mana di

at as, karena regul asni ybaengumadeengaatai kan
det ai | mekani sme penyusunan Pr epiehrepker da
yang terlibat dalam penyusunan Propemperd
ment aat. pedoman atau prosedur baku vyal

di dorong penyusunan Pr o p eankpsearndaaa nma u pyuann g |

efektif dan efisien.
Sel ain I t uUnadnagghrad a n g Nomor 15 Tahun
tentang Perubahan-URAdarsg Udadmamrg 12 Tahun

Tentang Pembentukan PeyfUantdiarngra nP e rHam dreomg s a

di kanwi | Hukum dan HAM; Pemant auan dan

PUU (PasabPerbmMghan kedua -Uneésg UhZ2amghun

2011 ol eh -Uhnddaanngg No mor 13 tahun 2022. Di

muat an yang di tambahkan adal ah met ode

perda sejenis), memper bai ki kesal ahan

bersama | egislative dan eksekutidfa)] adal am
kepal a daer ah dal am rapat paripurna,
pengundangan; meper kuat keterlibatan part
berdasar keari fan | okal . PAnr atsu rdaans a a etrearl
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016
Perat Da@mah sudah tidak sesuai dan perlu

.2Maksud dan Tujuan

Kegi at an i ni di maksudkan unt uk me n
menginventarisasi beberapa permasal ahan
Produk Hukum Daerah di Jawa Tengah.
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Tujuan yang di h akreagpikaatna nd aPeiny usunan N
Akademi s RaBRewmaganan Daerah tentang Pembe
Hukum Daadahah sebagai beri kut

dUnt uk menyi apkan r uRreursaatnu rkaonn sikaper ah t e

Pembentukan Produk Hukum kDbaeprrethensi f

dapat di pegf awghblkan secar a filosofis

sosiologi s, sehingga peraturan daerah
dapat efektif dan efisien serta dapat
OdMenghasil kan dokumererRamcamgamer ah te

Pembent ukan Produk Hylknmmg p@Aesat ah dan

partisipatif serta tetap sesuali deng

perundamdangan terkait dengan pembent

perundandgangan.

1. 31 denti fi kasi Masal ah

Unt uk mewuj udkan suatu Peraturan Daer
dapat menj adi kan | dodhasandatdam penyel eng:¢
pemerintahan daerah maka perlu dil akukan
dan berkel anjutan serta sejalan/ sel ar as
nasi onal . Sebagai bagi an d a fruin d apnegraant ur 2

Peraturan Daerah harus amenhakni dapekiewdyn

segenap rakyat l ndonesi aUrmdcardp sha kam Neagea
Republi k I ndonesia Tahun 1945. Di samping
me me nuhi kebutuhan dan menjawab per masal
masyarakat . Ol eh kar ena i tus pdeintbaeknstaunkaaknan
dengan cara dan metode yang pasti, baku,

semua | embaga yang berwenang membentuk pe

Dalam rangka mewujudkan tertib admini:

Daerah di Jawa Tengah perluya@aingusmemgmraée gu
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prosedur dan mekani s me Produk Hukum Dae

per kembangan hukum dan pemerintahan s
pel aksanaan fungsi pembentukan Peraturan
terpadu dan terkoordinasi mul ai dar i p €
pembhasan dan penetapan, pengundangan da

Seiring dengan diundangkannya Peratur an

Tahun 2015 tentang Kei kutsertaan Peranc

a |

undangan dalam Pembentukan -Pedangaand®er

Pembinaannmywga,ur Bae Presi den Nomor 87 Tah
Pel aksanaan-UiJdhamagpmg Nomor 12 Tahun 201

ut
1

Pembentukan PeratuwadaBRgaundamg Per atur an

Dal am Neger. Nomor 80 Tahun 2015 tentan

g

l ahirnya-Wmdlaamg Nomamuh2 2011 tentang Pemb

Peraturan PendadglangdafJ;mndang Nomor 13 Tah
2022 tentang Perubahan Kd&addandt N® mdynddrc

Tahun 2011 tentang Pembent ukan -Peratu

Undangan, member i kan beber apa kewenanga

selfaskdMaka kebePadataoran Daerah Provinsi

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembent ukan

di pandang perlu untuk digant:i karena keb

sehingga perlu dibuatkan Peraturan Daerah

.4 Met ode Penelitian

Met ed anal i sis yang digunakan dal am

n «

adal ah nseotcoidoe | e gaarrteicreyaa ,ekhkiada@al hhukum, ba

yang berupa -peadamdamg maupun berbagai

t

di jadi kan sebagai baias al umasgn dPasalingkar

ramangan peratur arwnglamgmmhdanglal am hal i ni

Peraturan Daerah tentang Pembentwkan Prod
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Met ode i ni di dasari ol eh sebuah teori
adal ah hukum yang tidak hanya fearildarmhdask

teorititset agkianj uga berl andaskan pada keny:

kehidupan masyarakat. Secar a sistemati s
akademis ini me ttiaphuatpiant:ahapan
l1.1dentifikasi per masal ahan terkait fen

masyarakat dalam pembangunan.

2.1l nvemnstaasrii bahan hukum yang terkait.

3.Sistematisasi bahan hukum
4 . Analisis bahan hukum, dan
5.Perancangan da.n penul i san
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BAB | |
KAJI AN TEORITI S DAN KAJI AN

2. 1Kajian Teoritis
2. 1Pédmerintah Daer ah

Pemerintah mer upakan | embaga atau or (
memberi kan pel ayanan penuh kepada masyar a
menur ut Sur bakti (2010: 214), sebagai ber

ocPemerintah (Government) secara eti mol

Yunani , Kuber nan at au nakhoda kapal
kedepan, menentukan berbagai kebijakan
unt uk mencapai t uj-ruegiarmea,s ymamkertki r ak a

per kembangan amaspyaadraakmasa yang akan de
memper si apkaHd alngrkakhahkebi jakan untuk m
per kembangan masyarakat, serta mengel

masyarakat ke tujuaé@d. yang ditetapkan

Menurut Ndraha, terdapat dua pengerti a

berrkleang secara umum, yaitu pemerintah da

sempi t. Berkaitan dengan pengertian t e
mengenali konsep pemerintah dalam art.i | ua
beri kut:
oPemerintah dalam art. l uas adwhal seml
ol eh konstitusi negar a yang ber sanglk
pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal [
I ndonesi a di b aumadha n Y n daarsq r 1945: k ek
pemerintah mel i put. fungsi | egi sl at.
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Sedangkannpamedal am art. sempit yaitu

yang memegang kekuasaan eksekutif saja

Berdasarkan definisi tersebut di at as
|l embaga yang memi | i ki wewenang at au k e
konstitusi yang tgear deikrsie kauttaisf Ideaamb al e mbag a
Masi h menur ut Ndr aha di dal am buku

Pemerintahan Baru) o6 menyatakan:

oPemerintah adal ah: pemerintah adal ah
me mpr oses pel ayanan publ i k dan ber ke
pel ayanangici gelti &p orang mel al ui hubul
sehingga setiap anggot a masyarakat

meneri manya pada saat di perl ukan, s e.
(harapan) yang diperintah. Dal am hubu

negara asing atau si aptau ssagaat Yybaenrga dpaa dsae

sah (legal) di wilayah negara I ndonesi

ci vil tertentu, dan pemerintah wajib

2003:6)

Taliziduhu Ndraha mencoba memberi kan
terperinci, mel al ui pendekatan kel embagac

(hasSdbagai beri kut:

Md®Pemerintah dal am art. | uas adal ah se
sepert.i di atur -wWrmadamg Udhalsamgsi()konnsdt u u
Negar a.

HPPemerintah dalam art.i |l uas adal ah semu
ol eh konstitusi negara yang ber sangk.t
kekuasaan pemerintah, yaitu mel i puti

eksekutif.
od®Pemerintah dal am art. sempirta aydand@h

memegang kekuasaan eksekutif saja.
6



Penyusunan Ngaskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

A \\

n®Pemerintah dalam art:i tersempit yait.
memegang fungsi birokrasi

pdPemerintah dal am arti pel ayanan y ai
mel ayani pemohon.

c®Pemerintah dalam konsep pememiggualan p
kekuasaan negara pada tingkat pusat (t
TPemerintah dalam konsep pemerintah daece
mewaki | i masyarakat karena daerah adal

yang tertehatabayas

ydPemerintah dal am konsep pemerintah
penei nt ah yang menggunakan azas dek
desentralisasi, di manakekuasaan (uUr us:

pemerintah wilayah. (Ndraha, 2010: 76)

Suhady dalam Riawan (2009: 197) member
konsep pemerintah yang di teirnjkad ,daraii tpen:

authoritative direction and administratio

in a nation,Yamigt yartétng.ad adal ah sebagai f
admi ni strasi yang berwenang atas kegiatan
negar a, kot a dan bemagmenyal anban akt
penyel enggaraan negara tersebut, pemerint
akan menjadi | andasannya.

Labolo (2011: 21) , mendefinisikan Pemi
yang | ebih umum dibandingkan terminol ogi

Pemerhanhamenunjukkan pada aktivitas kekua
ranah publ i k. la tidak saja merujuk pad
namun berkaitan pul a pada aktivitas k e
konteks kel embagaan dengan tujuan mengar
mengatura steanlu yang berkaitan ranah publ ik
warga negar a, pemilik suara (voters) ma u
Jika pemerintah sebatas pada otoritas po
7
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ketentraman dan ketertiban umum mel al ui f
menur ut Robinson pemerintahan | ebi h me
pengel ol aan politik, gaya at auvmamsoadledh per

umum serta pengel ol aan sumber daya umum.

Menur ut Rasyi d, tujuan ut ama di bent u
adal ah unt uk menj aga Si sassymr kleatwer |dalaa
menj al ani kehi dupannya secara wajar. Kar ¢
pada dasarnya mer upakan pel ayanan k e
sebagai mana sal ah satu f ungsuiga P e mpeorkiorkt ¢

pemerintahan menurut Rasyid adal ah:

mMmdMenj amin keamanani neggarhadkemungki nan
l uar , dan menjaga agar tidak terjadi [
yang dapat menggulingkan pemerintah vy,
cara kekerasan.

H®Memel i har a tat a tertib dengan car a
gontokgont okan di aaspanakvwmar,gamem ami n
perubahan apapun yang terjadi di dal a
berl angsung secara damai

odMenjamin diterapkannnya perlakuan yan
warga masyarakat tanpa membedakan st at
mel at ar bel akangi ekkeaber halmiamanmekeadi |

terutama harus tercermifkemataban HKapdt

di mana konstitusi dan hukum yang ber|l
dan diterapkan secara adi/l dan tidak
perselisihan dapat di damai kan.

ndoMel akukan pekemjdan mexmber i pel ayanan

bi dangbidang yang tidak mungkin -di ker |

pemerintah, atau yang akan | ebi h b
pemerintah. I ni antar a Il ain mencakup
penyediaan fasilitas pendi di kaenk ayang

8
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yang berpendapatan rendah, pel ayanan
penyakit menul ar.

pdMel akukan-upmyyma unt uk meni ngkat kan k e
sosi al mebawwtrangr grognpo -amak atmearkl ant ar
menampung serta menyalurkan para gel ¢

kegi aytaanng produkti f dan semacamnya

cd®™Mener apkan kebijakan ekonomi yang
masyarakat | uas sepert.i mengendal i kan
penci ptaan | apangan kerj a bar u, me meé
domesti k dan antar bangsa, serta kebi

| angsung menj ami n tpahna magrk aetkaonn oknei negar
masyarakat .

TO®Menerapkan kebijakan wuntuk pemeli hara
dan |lingkungan hidup, seperti air, tan
berkewaji ban mendorong kegiatan penel.]
unt uk pemanfaatan s unmbreg d axg a g watl aamma kya n
kesei mbangan antara ekspl(®Ratsgsid, d@2mO0D
14)

Pemerintah daer ah yangi smeemp alaan suls
penyel enggaraan pemerintahan nasi onal me r
mengatur dan mengurus rumah t agapamnynag uken
mengatur dan mengurus rumah tangga i ni me
di dal amny a, yaitu: pertama, Pemberian tu

menyel esai kan suatu kewenangan yang s ud:

Pemerintah Daer ah; kedua, Pember iaaag kepe
unt uk memi ki r kan, mengambi |l i nisiatif dan
car a penyel esai an tugas tersebut ; dan
memi ki rkan, mengambi |l i nisiatif dan meng

mengi kut sertakan masyarakat bai k secar a
(Btnami, 2001: 8).

9
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2.1TRnjauan Pembentukan Per-dndiarmgamrerundang
Dal am Undang Undang Dasar Negara Repub

1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara teg

I ndonesia adal ah negara hukum. Keftaamtuan
dal am pel aksanaan kenegaraan serta segal

harus diatur dengan hukum.

Berbagai bi dang kehidupan manusia dap
kar ena ditunj ang dengan i I mu penget a
mengembangkan teor i . Sel anj ukaywmhb antgekaarni
dengan praktek dalam kehidupan nyat a. [l
perundwamdangan mer upakan pengantar dal a
beberapa hal penting serta yang di r e
memeper si apkan, membuat dan mel aksanakan

undangan

Il stilah p-endadg@ag@ mempunyai dua penge
proses pembentukan peraturan negar a, bai
daer ah dan segal a peratur an negar a y a
pembent ukan ppeerr aatt wirr aam , bai k pusat maup

Dengan demlirmu aperiundangundangan bukan h
tentang proses pembentukan peraturan pad
mel ai nkan j uga seluruh pemadadmnug am yamagr

di bentuk ol eh daer ah.

Hal yang perl u di perhatikan dal am p¢
perundamdggangan adal ah mengenai daya | aku
keabsahan organ pembentuknya. Apabila dib
berwenang dan sesuai dengan norma hukum
ma k a normepert.i i ni memi | 1 ki | egi ti mas

masyarakat .

10
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hukum di

fundament al

Dal am
(Staats

nor ma
nor m)

negara dan ditetapkan ol eh

b e rfsait pokok, umum, dan

undaqwagdang formal serta
Sel anjutnya
6 (e

-oUndaqugdang ti

mengenali

nam) mel i put.

dak

(@]

oUndawugdang
kedudukan

yang
bersifat
yang
terl ebinh

mempunyai
OuUndawagqdang

yang
RoUndaswumgmdang

yang
SoUndawuagqdang

umum.

ber | aku

FoUndawugdang sebagai

mensej ahterakan

maupun pribadi mel al ui

Pasal 5 -Unmdamg Nomor

Pembent ukan

peraturan tersebut har us

kejel asan tuj uan,

antar a dan mat er i
dan Kk

unt uk

j eni s

membent uk peraturan

|l andasan yaitu

a.Landasan Fil osofi s

Peratur an p-endadganqg
yang

kebenar an,

pembenar an dapat

citaita keadi

11

kenal

gar i s
aturan

asas

berl aku
yantg odliebhuapenguasa
yang
bersifat

berl aku

t pdakddganggu
sarana

spiritual

12
P eerrautnudraamngl a R g a n

berdasar
kel embagaan

muat an,

perundangan

diter.i

A \\

adanya nor ma

sebagai nor ma
masyarakat ; a
besar dan
pel aksana

peraturan pe

surut .

yang |

l ebi h tinggi
Khusus men

bel akangan n

dul u.

gugat .
semaksi mal
dan mat er

pembaharuan af

2011

me mb e n

Tahun
bahwa
pada a
pembent uk

dapat di

ehasilgunanomukapetasaketerbukaan. S

yan

har us mendap:
ka dil

kesus

ma | i

| an dan
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pandangan hidup suatu bangsa beri si ni l
bangsa tersebut. Mor al dan eti kna lmada

yang bai k dan yang tidk bai k. Niljaib yang

di junjung tinggi,didal amnya ada nil ai
kesusil aan dabn ber bagai nil ai l ai nny
Pengertian bai k, benar, adil dan susil a
yang dimili ki bangsa yang bersangkut an.
me mp eathi kan mor al baisgsaa dakaemapkan ti da
di patuhi . Semua nil ai yang ada nil ai y
tercermin dari Pancasila, karena merupak
cita bangsa, falsafah atau jalan kehi duj

Adapuan sfafah hidup berbangsa merupaka
unt uk membentuk hukum suatu bangsa, den
yang di bentuk har us mencer mi nkan fals
Sehingga dal am penyusunan naskah aka
Peraturan Daerah pun haowuousalméeacér cheerk ah

bersangkut an.

b.Landasan Sosi ol ogi s
Peratur an p-endadgang har us sesuali
keyaki nan umum at au kesadar an hukum n
peratur an pbjendadgag har us mempunyai
sosi ol ogi s apaldkdtae nkeutaesanitsuehsrngan keyaki

umum atau kesadaran hukum masyarakat.

harus dapat di pahami masyarakat sesuai
di hadapi masyarakat . Dengan demi ki an
rancangan peratur an daer ah har us ses

masyartakkaang bersangkut an.
c.Landasan Yuri di s
Peraturan pendadgag harus mempunyai

hukum atau dasar hukum yang terdapat d

12
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|l ebi h tinggi . Landasan yuridis adal ah
member i kan perintah unt uk m eantbuernat nu k
perundamdgangan, pertama adal ah ter kai

me mbuat atur an dan kedua adal ah ber ka
peraturan perundangundangan yang harus ¢

Landasan yuridis dari segi kewenangart
kewenangan yaitu wemakaghnadaeokeang 27 pej
badan yang mempunyai dasar hukum vyang
peraraturan -ppdandang Hal i ni sangat pe
sebuah peraturanmngpgangadaygng di buat ol
at au pej abat yang tidak meeknma | p & I a tkuerweenn
perundamdangan tersebut batal demi hukum

kewenangan untuk menyrmudsamg Uandla nmada DPR

Presi den; Peraturan Pemerintah dan Per a

Presi den; Peraturan Daerah ada nmnaada Wa

sama Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah.
Sedangkan berkaitan dengan mater. mu a

perundamdgangan ma k a har us beradasar kan 8
bai k verti kal maupun horisontal. Di s an
di perhati kksmsadas n sdépear tSipezsad i st Der oc¢
General i, asas yang kemudian mengesampi ng

|l ain sebagainya.

Untuk mater.| muatan Peraturan Daerah
muat an dal am penyel enggaraan ot onomi
pembantuan serta mé&muasaus kdaersah dan penj
peraturan pendadgag yang | ebih tinggi

Yang t ak kal ah pentingnya dal am pert
perundamdangan adalah harus didukung deng
yang akurat atau pembuatan peraturan peru

ri set. Secara garis besar materi yang ter

13
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adal ah mengandung asas pengayoman, kekel

bhi nneka tunggal Il ka, kemanusiaan, kebang

kedudukan dalam hukum dan pemekreipnatsathi,a nk e

hukum serta kesei mbangan, keserasian dan

juga untuk muatan Peraturan Daerah nanti

muatan dalam rangka penyelenggaraan ot on

pembantuan, dan menampung kondi si k hu:
penabaran | ebih | anjut querdathgraan y@mergu nldeal
tinggi (Hamialio,) .2005 : 2

.1TBnjauan tentang Produk Hukum Daer ah

Dal am pengertian umum dalam hukum ad

norma hukum (produk hukum) publik di bedak

Peraturan p-endadganqg (Regeling) dan
(Beschi king). Peraturan perundangundnagan
yang dibentuk ol eh | embaga negara atau

mengi kat secara umum. Keputusan (BeschiKk

teritaulyang di buat ol eh pejabat Tata Usahe

dal am rangka penyel enggaraan pemerintah
i ndividual dan final

Produk Hukum Daerah meliputi Peratur al
l ai nnya) , Peraturan Kepala Dapalada, D®Perah u
dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan
Daer ah, dan Peraturan Bersama Kepala Dae
hukum yang bersifat mengatur. Sedangkan

adal ah produk hukum daeran yang bersifat

Peat uran Daerah adal ah produk hukum dace

DPRD bersama dengan Kepal a Daer ah. Mat €

mel i puti : seluruh mater.i muat an dal am

14
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ot onomi daer ah dan tugas pembantuan, da
khusus daerpénjsaebdaraan | ebih | anjut- perat
undangan yang |l ebih tinggi (Pasal 14 UU N
dal am hal ini adalah Anggaran Pendapatan
APBD adalah rencana keuangan tahunan pem
di bahasi danugdui bersama ol eh pemerintah d

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda

Fungsi Per da adal ah sebagai i nstr umi
mel aksanakan ot onomi daerah dan tugas pe
di amanatkan UUD 194-8ndamg URedmnteaghan Daer afl

mer upakan peratur an pel aksanaan dar i p
undangan yang | ebih tinggi, penampung kel
daerah serta penyalur aspirasi masyar aka

dal am koridor Negara KesatuameRé mumhlaisk alnn
Pancasila dan UUD 1945), serta sebagai 1in

dal am meningkatkan kesejahteraan daer ah.

Keputusan Kepal a Daer ah adal ah penet
konkrit, individual, dan final. Apabila b
suat umo maka tidaklah terl epas dari ajar a

Stufenbau teory yang menyatakan bahwa sua

norma yang |l ebih tinggi, norma yang | ebih
norma yang | ebih tinggi l agi , dali tdae mi ki
ber hent. pada norma yang tertinggi yang t

mel ai nkan ditetapkan terl ebih dahulu kebe

atau rakyat (Es.mi Warassih

2. 1Pényusunan Peraturan Daerah

Penyusunan produk hukum yang bersifat
peraturan daerah dilakukan berdasarkan Pr

15
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dan dapat dil akukan di l' i ngkungan Pemer.|

|l i ngkungan DPRD.

Kepal a daer ah memer i nt ahkan kepada

memyusun Rancangan Per da berdasar kan Pr

Perda. Pi mpinan SKPD menyusun Rancangan

(o

akademi k dan/ atau penjelasan atau Kketerar

pi kiran dan mat er. muatan yang di atur .

naskah haseliiltipan atau pengkajian hukum d

l ai nny a terhadap suatu masal ah tert
di pertanggungj awabkan secara il miah menge
tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi a
sebagai sol usipertmashaldahpa n dan kebutuhar
masyarakat . Rancangan Per da sebagai mana

selanjutnya diajukan kepada biro hukum pr

kabupaten/ kot a.

Dal am hal Rancangan Perda mengenai PBL

atau perubahag Ranga yanbatas mengubah be

hanya di sert ai dengan penj el asan atau

di maksud dalam Peraturan Menter. Dal am Nc¢

tentang Produk Hukum Daerah yang mennggat

Dal am Neger. No 14 fTahuang@OProduk Hukum
Rancangan Per da yang di sertai naskah a
di maksud telah mel alui pengkajian dan pen

I atar belakang dan tujuan penyusunan;

0dsasaran yang akan diwujudkan;

Opokok pikirankup,uaamtgad i olgj ek yang ak

dan

R® angkauan dan arah pengaturan.

16
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Rancangan Per da yang ber asal dar i

di koordinasi kan ol eh biro hukum provi ns

kabupaten/ kot a unt uk penghar moni sasi an,
pemantapan konmseglparn moniPseasi an, pembul at
pemantapan konsepsi sebagai mana di maks
mengi kut sertakan i nstansi verti kal da
menyel enggarakan urusan pemerintahan di b

Rancangan Per da yang ber asal dar i
di k ooadii knan ol eh biro hukum provinsi a
kabupaten/ kot a unt uk penghar moni sasi an,
pemantapan konsepsi . Penghar moni sasi an,
pemantapan konsepsi sebagai mana di maks
mengi kut sertakan i nst anskie mewmdretrii lkaal y han
menyel enggarakan urusan pemerintahan di b

Rancangan Perda yang telah disiapkan ¢
dengan surat pimpinan DPRD kepada kepal a
pembahasan. Apabila dalam satu masa si d:
DPRD menyampai kan Rancangan Perda mengene
maka yang di bahas Rancangan Perda yang d
sedangkan Rancangan Perda yang disampaik

di gunakan sebagai bahan untuk dipersandin

2. 2Praktek Empirik
2. 2A8pePkemerintahan dan Hukum

A.Performa Sistem Akuntabilitas Kinerja 1|1

Pemerintah Daerah Provinsi sebagai | e
kepada masyarakat dan juga mer upakan C
pemerintah menjadi sebuah upayakamndgjardi pe

performanya sehingga dampaknya dapat di r

Layanan masyarakat yang di tujukan pemer i

17
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mewuj udkan pelayanan yang opti mal. Sebag
kinerja pemerintahan dalam upayampleasigkat
dalam nil ai akhir SAKIP yang diartikan s
Kinerja I nstansi Pemerintah. Pemerintah F
bert utruurtut pada tahun 2018 hingga tahun
capaian predi kat A. Ni | ai tdadarpir etda tkwart 2 Q

hingga 2017 sebelumnya yang hanya mendapa

Peningkatan nil ai i ni terjadi kar ena
kerja SAKI P pada data terpantau meningkat
pada akumul asi nil ai pada SAKIP perlu di
pada hitungan nil ai SAKI P Jawa Temwnmnh vya
2021 masih harus dipacu wuntuk I ebih bai
di karenakan skor SAKIP yang diperoleh Pr.

di bawah skor tahun 2019. Sel ain mengacu
2019 peni ngkatan kual i tas ki nerja pen
memper hati kan performa kinerja instansi pe
yang memi | 1 ki kemiripan | at ar bel akang
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Ti mur .
Perbandingan akumul asi nilai pada pero
2021 Provinsi JJaawaa TTeinnguarh, dan Jawa Bar at

predi kat SAKI'P yang sama yaitu A namun p
skor SAKI P Jawa Tengah masi h tertinggal
Provinsi Daerah | stimewa Yogyakarta deng

Ketertinggal an ni ldaiit i 8AKaP kdmr ag ar Prov

Tengah menj adi Provinsi terbaik diantara
DI Y. Sel ain sebagai tolak ukur peni ngkat
sebagai acuan agar pemerintah dapat ber k¢

meni ngkat kan yyaman pedlaam rangka ref or ma:

kepadamasyarakat.
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TABER .1 CAPAI AMSIEVALUASIAKITRHUN 02 1

Komponen Provinsi |Provinsi Provin DIY
dinil ai Tengah Bar at Jawa
Ti mur

PREDI KAT A A A AA

TABERZ 2CAPAI ARSIEVALUASIAKIPROVI NSAWATENGAH DAN
JAWATI MUR

Provinsl Tahun 2¢C Tahun 201 Tahun 202

Jawa Teng 80, 18 81, 56 80, 72
Jawa Ti mu 81,70 81, 71 83,18

CAPAIAN HASIL SAKIP

83.5 83.18

83
82.5

82 81.7 g156 8171
81.5

81 80.72
80.5 80.18

80
79.5

79
78.5

2018 2019 2021

m Jawa Tengah mJawa Timur

GAMBAR .1 CAPAI AMSIEVALUASIAKIPROVI N3AWATENGAH DAN
JAWATI MURAHUNR 01 8018AN 021

Hasiclapai@instem Akuntanbilitas Ki ne
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapa
80 seharmasmpyua menggambar kan bagai mana ki ne
Daer ah Provinsi, di mana hal I ni penting
i nvestor dan memilih Provinsi Jawa Tengah

untuk berinvestasi
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B.lndeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Ol

Fungsi pengawasan menur ut tatanan k
menj adi dua, yaitu pengawasan yang di |
Pengawa®#ambangumam Keuangan ( BPKP) dan

pemeri ksaan ol eh Badan Pemeri ksa Keuang:

pemeri ksaan yang eti | Bkd&kman Peomeri ksa Ke

me mf okuskan unt uk tercapainya Lapor an

k

Daerah (LKPD) dengan Opini Wajar Tanpa Pe

dat a Capai an Kinerja BPK pada tahun 20

di si mpul kan bahwasanya teedapaptai pgai halp
Keuangan Pemerintah Daer ah (LPKD) deng

® |

a

Pengecualian (WTP) yang dapat dilihat pad

TABER .3CAPAI ANDEKSOPI NWAJARANPRENGECUALOAERHB P K
TAHUN O 1 I NGG20 18

Kinerja | Tahun 2(Tahun Tahun Tahun Tahun
Pengawas 2015 2016 2017 2018
Opi ni ProvinsiProvin{Provin{ Provin{Provin
dar i BPK1O dan dan dan dan

Kabupat (KabupajKabupal/KabupaiKabupa

Kot a /| Kota|/ Kota|/ Kota|/ Kot a

Tabel disebdeaarnmeynaggambar kan bagai m
secara historis Pemerintah Daerah Provin
unt uk menj adi i nstansi yang taat kepada
me menuhi aspek akuntabilitas. Halat t er se
aktivitas i nvestasi dan penanaman mo d a
kepercayaan, dimana kepercayaan akan munc
mampu memberi kan kinerja yang transpar an
hasi |l yang bai k keti ka di |l akukan pemer
ber wegan
C.Ref or nmAaisriokr asi

Tantangan organisasi sektor publi k sa

akuntabilitas dan kinerja yang dituntut u
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mencapali hal tersebut maka terdapat sal al
birokrasi. Ref or masi Birokrasi uplayaati ka
pemerintah untukgomeincgpaedreagaa tuj uan

pembaharuan yang diadakan dapat me mber ik
cl ean goverhearnlcaei kan tatanan pada sistem
pemerintah me n y a nagskpuetk aksepleekmb agaan (org
ket atal aksanaan dan sumber daya manusi a a
pada Ref or masi Birokrasi di hadapkan pada
area perubtalhamarwyajiemen perubahan, der egu
penataan organisasi, penataan tatal aksane
penguatan akuntabilitas ki nerja, pengu
peningkatan kualitas pel ayanan publ i k. f
Jawa Tengah No2®22 Thémntnang Rencana Kerj a
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ¢
Ref or masi Blimdb&kk sas Ref or masi Birokrasi p a
mencapai nilai 78,97 daripada tahun 2020

Pencapain iwmkamekiumgrja birokrasi pemerin
meni ngkat dan mendapatkan perol ehan terb:
2018 hingga 2021. Beri kut tabel per bandi

dengan provinsi terdekat.

TABER A CAPAI ANDEKREFRRMASBI ROKRABAHUN 02 1

Il ndi kat or Ref or ma! Predi kat
Provinsi Jawa Ti mul A
Provinsi Jawa Bar at BB
Jawa Tengah A
DI'Y A
Nasi onal BB
Keterangan AA 0106 90

A -90 = 80
BB -8 0= 70
B -70 = 60
ccC -60= 50

C -50 = 30
D 6030 = 0
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TABER 5HASI 8KORINDEKREFORMABI ROKRAFIWATENGAH
TAHUN O18BI NGGRBAHUN 0 2 1

Hasi | Skor Il ndeks Refor masi Bir ok
Tahun 2( Tahun 20 Tahun 20/ Tahun 202
74,75 76, 99 77, 05 78, 97

Hasi | ref or masi birokrasi yang bai

keseriusan Pemeritah Daer ah unt uk beker

Tantangan unt uk semakinrakamgradgmal adan
terlihat. Hal keirksebnutuknkmeandukung terci
i nvestasi, karena investor akan l ebi h
benalrenar memi ki rkan sebuah sol usi ket

di kemudi an har.i

D. KM (I nkeegkuisa sMams y ar akat )
Sal ah satu i ndi katwoua tkuwe swijlaehyt eelr achanp a't
dar i k omadsiysair ak.at dytauk mengukur kondi si

dapat menggunakan salah satu ukuran yang

Masyarakat (I KM) . | KM merupakan kompil asi

yang diperol eh bertd akseaprukaasna nt immagskyaar a k at
penyel enggaraan pel ayanan publ i k, dat a
pendapat masyarakat dal am memperol eh pel
ol eh aparatur penyel enggar a pel ayanan
Kepuasan Masyarakat di uakulmen i tabhgampti mpa

I

pel ayanan publi k dalam bentuk kebijakan

sehingga pelayanan dapat diberl akukan ket

secara berkelanjutan untuk dapat member.

yang | ebih opti maHhHamsemasay arkaekaitt.
Berdasar kan hasi.|l pengukuran | KM terhce
yang disediakan Provinsi Jawa Tengah dal
2017 hi ngga 2021 i ndeks | KM senanti asa
sehingga di tahun 2021 dig4es®| adlmr ini lyain ¢
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sebel mwmndyi t ahun 2020 sebesar 83, 914. Penca
dar i tahun 2020 terhadap tahun 2021 sebes
pemerintah daer ah Provinsi Jawa Tengah

unt uk memberi kan pelayan public terbaik
tersebutwunyanmenj adi i nfor masi yang baik

Bagai mana ketika kepuasan masyarakat terc
l i ngkungan yanlgi nkgoknudnugsanf .yang kondusif m e

satu faktor usaha atau bisnis itu bisa be

Di sampiitng usaha peningkatan pelayanan

ol eh pemerintah Jawa Tengah harus sel alwu

mel i hat data | KM Provinsi Jawa Ti mur der
budaya yang memili ki kemiripan Provinsi J
0,86 @dengan perolehan nil ai Il KM Jatim di
2021 mencapali 85,44 dibandingkan Jateng d
mencapali nil ai 84,58 point . Perbandi ngan
acuan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tenc
fasths pelayanan publi k kepada masyarakat

2. 2A8pek Perekonomian
A.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan pereknomomian merupakan se

untuk mel i hat kesejahteraan suatu wilaya
berbicara mengenai berbagai mai caasm jfuaaklt obre,
atau daya beli masyarakat, hingga rasio vy
dan | ain sebagainya. Tingkat pertumbuhan

tahun 2021 sebesar -t3,)32mepneirnsgeknat ( cdi bandi
tahun 2020 yang mengal laens a-2k &bt r p& s § e NS ¢

Pertumbuhan positif tersebut mengindi kas
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Jawa Tengah masih terus berlanjut. Data |
grafi k gambar beri kut 1 ni

;

5 - 5.4 5.66

5 5.44
4 5.17

3

2

1

0

4 2018 2019 2021 Triwulan 11-2022
-2

B -2.65

-4

Nasional

Jawa Tengah

GAMBAR .2 PERTUMBUHEKONOMIJAWATENGAH DMASI ONAAHUN

201-8027P2RI WULAN %)
Sumber : BPS di ol ah, 2023

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di J

dengan per bai kan perekonomian nasi onal

Pertumbuhan ekonomi taewhi hggjadi pdul Buovi
Ti mur 5,74% triwulan 11 2022 (yoy), kK e mi
di duduki ol eh Provinsi Jawa Barat dengan
Triwulan 11 2022 (yoy), dan urutan ketiga

Tengah dengan perssaeenta,s@6 % ebBri wul an 1

Beri kut perbandingan dengan provinsi di s
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6 5.655.64 5.665.7
53 54 553 45 68
5
4 3.74
3.32 397
3
2
1
0
2018 2019 2021 Triwulan 11-2022
1
2
3 265 -2.332.52

m Jawa Tengah mJawa Timur m Jawa Barat

GAMBAR .3 PERTUMBUHEKONOMJAWATENGAHIAWATI MURDAN
JAWABARATAHUN 01-80 2 2RI WULAN %)
Sumber: BPS diolah, 2023

Pada dat a di at as di dapat kan sebuah
pertumbuhan ekonomi yang ada di pul au |

ket ahui pkeattiuvkmkbekhanoymng terjadi bel um men

nomor satu di pul au Jawa, dengan potensi
besar maka hal ini bisa menjadi peluang b
bi sa memaksi mal kan potensi dan mendapatka

B.Perinduwmstri a

Gambaran perindustrian menjadi suatu g
hasil i nvestasi dan penanaman modal yang
akan tergambar pada salah satu i ndi kat o

Domesti k Regional Bruto (PDRB) .ndKisrmearij a
terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan f|

tahun. Ni |l ai PDRB Atas Dasar Harga Ber|l ¢
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I ndustri pada tahun 2021 sebesar 487. 445

memberi kan kontribusi sebesar PBDIRB ly apreg s e
sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah.

TABER 6 NI LAl KONTRI BIBEKTORNDUSTRI TERHADRB
ADHPBPROVI NS AWATENGAHAHUN 0182021

Ur ai an 2019 2020 2021
Ni | ai to 1.362.457 1.347.922, 1.420.799
PDRB (Ju
Rp)
Ni | ai 468.992. 1 464.609. ¢ 487. 445 . (
Sektor
l ndustr.i
(Jut a
Rp)
Kontri bu 34, ¢ 34, ¢ 34, 3

Sumber : BPS di ol ah, 2023

Capai an pertumbuhan i ndustri besar di
tahun018 sampai dengan tahun 2021 menga
I ndustri besarundatri uslahzaz8pada tahun 201

2.417unit wusaha padmatdlhjummi2® 1. KM di t ah
mengal ami peningkatan cukup signifikan

sebel umnya.

TABE2 .7 PERTUMBUHMNDUSTIRROVI NSAWATENGAHAHUN 018

02021

Jenis |In 2018 2019 2020 2021
Besar 1. 2: 1. 5¢ 1. 5¢ 2. 4.
Kecil da 325.0 327.1 327. 2 912. 4
Menengah
Sumber: Dinas PerPierduwgtarnigeam d®Pamvi nsi Jawa Te

Dar i sejiumd mdp an g ber kembang di Jawa
beberapa jenis industri menj adi i ndustr
di jadi kan sebagai Kompetensi i nti i ndust
tekstil prodmakatneaknstringan, mesi n dan |
komponen otomoti f, dan kerajinan. Hal
di manfaat kan ol eh para pemiliKk mo d a | at
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mengembangkan potensi produk yang ada
sehingga keuntungan Ibdbh as elmuwa ppait hkaakn, ob a i
masyarakat, dan pemerintah Provinsi

meni ngkatnya pajak dan Pendapatan Asli

C.Penananvwomdal

Kondi si penananaman mod a l sendiri me |

tantangan yang berat pada akhKorn d2i0s2i0 yha nngg

tidak dapat diprediksi karena menyerang
tersebut adal ah -PA,ndWaria LCpwn dsepertn i tu

Jawa Tengah cukup bai k dan stabil, sal ah
kinerja penanaman mod al di Jawa Tengah
Penanaman Mo d a l Asing/ Penanaman Mo dal

( PMA/ PMDN) tahun 2021 sebesar 52,71 tril

rekapi tmuéd alsiisasi i nvestasi yang di l apor |
Kegi at an Penanaman Mo dal (LKPM), dengan
sebesar 21,4 triliun rupiah dan reali sas]|
rupi ah.

Beberapa sektor usaha PMA yang <cukup

Il nvesdiasdawa Tengah adalah I istrik, gas
dar i kulit dan al as kaki dan industr.i t

PMDN yang dominan adalah transportasi,

i ndustr.i mi ner al non | ogam, perumahan,
perkantoran. Tingkat capaian realisasi
dar i target yang ditetapkan ol eh Kemente
sebesar 53,3 triliun rupiah. Pemerintah
menghitung angka real i sasi i nvaepsotraksain UM
mel al ui LKP M. Rencana realisasi i nvestas
triliun rupiah yang didominasi dar i sektc
i ndustr.i | ai nnya, hotel dan r esStechrianrg,gaser
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tot al real i sasi I nvesdhsn 202 1) aavcha | Taechn gsaé
59,79 triliun rupiah.

Pada t a&0wen j uml ah proyek i nvestasi d
sebanyak 21.325 proyek yang terdiri dar
18.184 proyek dan PMA 3.141 proyek, denga
sebanyak 216. 47/MBvecstasg. PMDN, ter masuk S
menj adi kekuatan yang terus didorong dal
ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan eko

dengan program prioritas pemerintah dan |

sarana pendukuingyamgebémkual itas sepert.i
Kawasan I ndustri, pembangunan infrastrukt
kemudahan berusaha, peningkatan pel ayana

serta komit men pemerintah daerah ter had:

i nvestasi yang kondusi f.

Kondi si di atas dengan gambaran pi
PMDN dan PMA yang masi h cukup stabil wal a
Cov-il® menj adi i nfor masi yang bai k bagi
kondi si wilayah Provinsi Jawa Tengah ter
sangpgubert athaln. t er sebut penting kar ena
penanaman modal juga berbicara mengenai k

D.lndeks Kualitas Lingkungan Hi dup
Lingkungan hidup menj adi sal ah satu fe

bagi an ti dak terpisahkan darpe nakntaimaint as

modal . Sebuah investasi atau penanaman mo
ti dak mer us ak sebuah ' i ngkungan hi dup,
di harapkan menj adi sebuah pendorong bagai
yang ada di dalam wilayah tersebuwt bmerkuj u
Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah
peningkatan. Upaya per bai kan dan peng
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l i ngkungan hidup dapat ditunjukkan dengan

Lingkungan Hidup (I KLH) yang menggaimbar k:
udara dan tutupan | ahan yang telah menga
i ndeks kualitas | ingkungan hidup yang mer

Jawa Tengah.

90 84.81 84.73 84.6

82.97

80

70 65.7466.59 65.7366.88 67.37 67.48
6

51.3 50.4 50.5 51.1 0.5 51.1

5

4

3

2

1

0

2018 2019 2020 2021

o

o

o

o

o

o

m KA m KU = IKTL m IKLH

GAMBAR 4 INDEK&UALI TRISNGKUNGHINDUPROV I N3AWATENGAH
TAHUN 0182021
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Tren I ndeks Kualitas Lingkungan Hidup
periode taklRWOR120me&h gal ami peningkatan da
tahun 2n@h§ adi 67,48 pada tahun 2021. Pr c
memil i ki nil ai | KLH pada predikat cukup b
O 70 artinya cukup baik), dengan2&2In,ai kar
mengindi kasi kan bahwa ada upaya perbaikan

perl indungan | ingkungan hidup yang | ebi h
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e 70.27
70
69
68 67.37 67.48
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66
65.14
65
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2018 2019 2020 2021

® Nasional mJawa Tengah

GAMBAR 5INDEK&EUALI TRISNGKUNGHINDUBAWATENGAH DAN
NASI ONARHUN 0182021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ni | ai | KLH Nasi onal auwmntluwkh t7alh vinl 2 02l h

dar i nil ai | KLH Jawa Tengah sebesar 67
Nasi onal 2021 disebabkan adanya perbaika
Kondi si l i ngkungan hidup vyang berkual it a

i nvestor unt uk menanamkan i mplkamn gy Kame@

berkualitas akan mampu mendorong para ka

dengan bai k.

E.TingHKatf | asi

I nfl asi menj adi sal ah satu i ndi kator
kondisi perekonomian di suatu wilayah. Ti
ratreata cenderabbrk@ndiodelh kenai kan indeks

makanan, meskipun kel ompok | ainnya juga

tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat
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2021 sebesar 1, 70. I nfl asi terjadi kar ena
di t unj ukok aem nai kny a sebagian besar i n
pengeluar an. Sedangkan kel ompok pendi di
perubahan indeks (relatif stabil).

3.5 3.3

25
2
15
1.56
1
0.5
0
2018 2019 2020 2021
Jawa Tengah Nasional

GAMBAR 6 TI NGKAWNFLAPROVI NSAWATENGAH DMANSI ONAL
TAHUNR 01820 272RI WLAN [ %)

Sumber : BPS di ol ah, 2023

I nfl asi Jawa Tengah pada periode 2

di bandi ngkan dengan periode sebelumnya.

terjadi secara nasional yang meningkat S
kemudian di susul oleh provinsi Jawa ti mu
sebar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk
realisasi tingkat inflasi mengal ami penur

2021. Hal tersebut dapat di katakan bahwa

Jawa Tengah masi h terbilang skdnkdenbahih

Provinsi Jawa Barat, namun secara nasiona

Jawa Timur inflasi Jawa Tengah masi h terb
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35 301
3 2.81
2.45
25 518
212 '
2 1.7
1.56 1169
15 1.44
1
0.5
0
2018 2019 2020 2021
m Jawa Tengah m Jawa Barat m Jawa Timur
GAMBAR .7TI NGKARFLAPROVI NSAWATENGAHIAWA
BARATDANJAWATI MURAHUN O 2-TRI WULAN2 O 2 2
Sumber: BPS diolah, 2023
Kondi si i nfl asi Provinsi Jawa Tengah
di kontr ol dan stabil menj adi i nfor masi

i nvestor unt uk membant u me mbuat sebuah

Sebenwmwantingkat inflasi juga memberi kan
daya bel.i masyarakat yang ada di wil aya
untuk 1 klim investasi dan penanaman modal

F.PDRB (Keaepi)t a

Salah satu indikator yang bisa menjad,;

masyarakwt!| alyah tersebut adal ah Produk

Bruto (PDRB) akan menggambar kan dan mampu

Orupiahodé yang ada di kantong masyarakat.
i ndi kator penting untuk mengetahui kondi
dal amtsugeriode tertentu, bai k atas dasail
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atas dasar harga konstan. PDRB pada dasa
nil ai tambah yang dihasil kan ol eh seluru
daerah tertentu, atau merupakan jumlah ni
yandii hasil kan ol eh seluruh wunit ekonomi p
atas dasar harga berl aku menggambar kan n
j as a yang di hi tung menggunakan har ga [
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan m

baranggn dj asa tersebut yang dihitung meng

berl aku pada satu tahun tertentu sebagai

Bisa di katakan bahwa PDRB adal ah j uml

t ambah barang dan j asa yang di hasi |l kan

perekonomian di sebdluamhpei il agaht ahun tert

pada umumny a dal am waktu satu tahun.
di saji kan dalam bentuk perkapita, seper

perkapita mer upakan gambaaamenaap art atna

B
t
y

diteri ma ol eh setiap ptein d udathku n s edlia ma u a

wi |l ayah/ daer ah. PDRB perkapita 1ini bi sa

antar a PDRB dengan juml ah penduduk pert

bersangkut an. Data yang tersaj.i dal am be

satu indi kator yang dapat dirgunalkagrkatun

kemakmuran suatu wilayah/ provinsi
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— 59.3 60
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500 Jar 453
40.3 ' 418
40.0
368 39.2 38.6 38.7
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20.0
10.0
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Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Nasional

GAMBAR 8P DRPERKAPI TIAWATENGAHIAWATI MURDA NJA WA
BARATAHUN 01-802@QuTh

Sumber : BPS diol ah, 2023

Berdasarkan Tabel di atas bisa menunj
kapita Jawa TengadhO2tlahmasi2h0 lj8auh di bawah
Jawa Barat dan Jawa Timur seeitaelsetcadapats
di katakan bahawa rpaethadapatan per kapita pe
nasional, Jawa Barat, dan Jawa Ti-matral ebi
pendapatan per kapita penduduk Provinsi

tersebut memang akan ada ajpwdi siasidi penbs & p

Si si kesejahteraan buruh maka akan kur ang
jika dilihat dari sisi calon investor hal
menguntungkan. Bagai mana beban operasiona
akan berat apabiplea umambhaka di wil ayah Prc
Tengah.
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G.Ti ngketsenj aagtar Wil ayah Provinsi Jawa

Sebuah wilayah dapat dikatakan sejahte

dalam wilayah tersebut tidak terlalu tin
tinggi maka presentase orang yang kaya de
tidak berbanding. Dal am rangka nmealtialmat
wil ayah kabupaten/ kota di Jawa Tengah,

Wi lliamson.

Sebenarnya selama Kkur un owa0Oklt9u, tlanhduenk s?2

Williamson Jawa Tengah menurun yaitu dal

Namun terjadinya -pandemiak@Govi Mareampa&kR o0

pada peningkatan keti mpangan antar wil aya

2020 Indeks Williamson Jawa Tengah menin

0,650 atau meningkat 0,031 poin dibanding

Upaya yang dilakukan ol eh pemerintah

unt uk memper bai ki perekonomian daerah mem

pada perbaikan perekonomian dan mengur an

wi | ayah di t ahun 2021 menj adi 0, 649.

keti mpangan maka bisa di katakan bahwa tin

wil ayyalsetbut semakin baik. Perspektif bali

dengan wi |l ayah sekitar, di mana mengguna

Beri kut gambaran indeks Williamson untuk
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1.2
0.98
1 0.94 0.95 0.97
0.8 0.733
0.673 0.665 0.692 o
0.6
062 0.619 0.65 0.649
0.4
0.2
0
2018 2019 2020 2021
Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur
Gambar9i2ndeks Wi lliamson Provinsi Jawa Te
dan Jawa Ti mur RaORUn 2018
Sumber : BPS di ol ah, 2023
Berdasar kan Gambar Dapat dilihat dar.
antar Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, d

2021 mempunyai angka atada. NillhadekgawWwg! bea
antara Provinsi di Jawa Tengah, Jawa Bar a

cukup timpang antarPrsavtium®Pinoyansdi ke dil il

indeks williamson provinsi Jawa Tengah
rendah di t a2hOu2nl BAaAal8 tersebut dapat di ka
tingkat keti mpangan atau Kkesenjangan perm
wilayah masi h rendah. Ha l tersebut me mb u
penanaman mo d a | seharusnya ma mp u menye
keti mpangan i ni. Han a k &mr siebwé s tdd kiardan pe

36



Penyusunan Ngaskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

A \\

mo d a | yang ber kembang akan me mb u k a bany

sehingga menyerap tenaga kerja dan mengur

H.l ndekst ahanan Pangan

Ketahanan pangan juga sangat berpenga
kesejahteraamersaiha.t u Sedcar a definisi ket a
merupakan suattueripemdipsaingan bagi negara S
dengan perseorangan, yang tercermin dari
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, |
dan terjangkbdalebéeantentangan dengan aga
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup

secara berkelanjutan.

Berdasar kan dat a BPS tentang l ndeks
provinsi Jawa Tengah dari tpéduwmb&lkeabhahbDar
tahun 2018 ke 2019 | KP provinsi jawa teng
sebesar 78, 85 %, kemudi an meningkat kembal
82, 31% dan terakhir di tahun 2021 sebesar
dengan provinsi Jawa Basattdasedawa iasu
provinsi Jawa Tengah memil i ki persentase
tersebut dapat di katraakan kkbealewas edatan p a
provinsi Jawa Tengah | ebi h banyak dibandi

| ain dan secara nasional
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Gambar 3.10 Indeks Ketahanan Pangan (1K
Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, -dan Nas
2 0 2(1%)

Sumbea&rP:S di ol ah, 2023

Tingkat ketersediaan pangan di Jawa
tahun terakhir menj addighgaynalnaq@ngkan dengan
yang l ain. Ha l tersebut mengindi kasi ka
masyarakat dan tingkat Kkesehatan di wi |l ay
terjakah. tersebut me mbuat Angkatan kerj a

bai k yang merupakan ikhfobagiaspayangalban i n

2. 2A8pek Keuangan dan Pendapatan Daerah
A.Pendapatan Daerah Terhadap Tot al Pendap:
Il ndi kat or yang menjadi acuan utama m;:
Provinsi atau Kabupaten dan Kota adal ah
Daerah (PAD). nNi ItaingRAD ajkkaan menggambar kal

wil ayah tersebut mampu memaksi mal kan pot e
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definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mer
daerah yang berasal dari sumber ekonomi a
paj ak, r eterriabhu,s i h adsai | pengel ol aan kekaya
di pi sahkan, dan PAD | ain yang sah. Seda
mel i puti PAD, Dana Peri mbangan, dan Penda
dan retribusi daer ah mer upakan kompon

menyumbang t er beéntpuakdnay ab efbAer apa daer ah ka

dan retribusi sangat terkait dengan sektc
nil ai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dal a
daer ah, PAD idealnya menjadi sumber pen

Sumber pendapat anerlsaiifnatd afplatkt uat i f dan ce

kontr ol kewenangan daerah. Mel al ui kewena
di harapkan dapat meni ngkat kan PAD, namun
aspek ekonomi s, efisiensi, dan
70

58.95
60 57.91 58.04 5583 55 18 56.06 o

5

o

4

o

3

o

2

o

1

o

55.51 53.8 53.68
| | 46.49 | |4565 I |

2018 2019 2020 2021

o

m Jawa Tengah m Jawa Barat = Jawa Timur

GAMBAR .1 ORASI BENDAPATASIL DAERAKH PADHRHADAIFOTAL
PENDAPATRRIOVI NSAWATENGAHIAWABARATDANJAWATI MUR
TAHUN 01-8010 %)

Sumber : BPS di ol ah, 2023
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Berdasarkan Tabel di atas dapat dil i ha
As | i Daerah (PAD) T earphaad caanp Ptrotvdalnspenida wa
mengal ami perubahan-2021, tdarmnunSel0ala KkKur un
2018021 PAD memberi kan sumbangan terbesa
daer ah.d0rRaattaa peningkatan rasio PAD terhad
Jawa Tengah s e20a2nia s2eObléBS5a 09 %, sedangkan p

Jawa Barat sebesar 56,65% dan provinsi Ja
Hal tersebut mengindi kasi bahwa provins,i
persentase yang | ebih besar dar i Jawa Ti
Jawa Barat. Artinysi lbamhwlad&redlerdal am menc
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah

Jawa Ti mur .

Peneri maan pajak daerah dan retribusi
penopang utama sektor pendapatan asli dae
2018021 pemdhapmaj ak daerah dan retribusi
Jawa Tengah, Jawa Bar at dan Jawa Ti mur
Perbandingan pendapatan pajak daerah ant

Barat, dan Jawa Timur dapat dilihat ©pada
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17.04
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11.51 198 11.14 1.7z
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Jawa Barat Jawa Timur

Jawa Tengah

Gambarll®endapatan Pajak Daerah Provinsi
Jawa Barat, dan Jawa T20maX (Ttarhiulni 20Wri)3
Sumber: BPS diolah, 2023
Berdasar kan Gambar dapat dili hat bahv
daerah tertinggi tahunoZ0ahkidiJawdauBiaralte ©
nil ai sebesar 23, 4&e mudidaigsuuns ud u poilaehh. pr o

Jawa Timur sebesar 15,4 triliyun rupiah,
Jawa Tengah 11,72 triliyun rupi ah. Ha l

bahwa provinsi Jaiwla diekngtadnk amasr endah ter Kk
kesadaran wajib pajak, dibandingkan denga

Jawa Ti mur .

Tingkat Pendapatan Asli Daer ah Provir
masi h t er tdiirbgagquali ndlagan 2 provi nsi t
membutuhkan satuudws muhwukhmengej ar ket el
l nvest asi dan penanaman mo d a l yang me ni

dengan produk hukum dan payung regul asi
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membuka peluang untuk masuknya investasi

meni ngkat dan Pendapjpaptga Akan Daeaermadkat p

B.Bel ambja&r ah

Porposi APBD terdiri dar i dua bagi an
Bel anj a. Seyogyanya presentase pendapat
sei mbang atau proporsional, agar tidal
memper bur uk kondi si p earhe k o R a tha a @t0a2dla e r
pendapatan daer ah mul ai menunj ukkan ken:;

di antaranya adal ah meni ngkatnya kesadar

membayar paj ak, di mana hal i ni juga sej a
real i sasi bel anj a. Peni ngklkdmmoneml| b elaasn |
barang dan jasa yang sejalan dengan menur
kegiatan pemuli han ekonomi daerah mul ai

sepert.i semul a dengan tetap mener apkan

Demi ki an juga pada komponem lreeladnjsa smo d aall

2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah ber
rupi ah di tahun 2021 guna meni ngkat kan
pemul i han ekonomi daer ah dan peningkata

masyarakat .

Peningkatan realisasinetnermjeddinjmadarlanmg
jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada tahun
pada tahun 2021) yang sejalan HERKMan m ¢
sehingga kegiatan pemuli han ekonomi daer a
kondi si onew nor mal énaramglkan ten atpo kno | k e

Demi ki an juga pada komponen bel anja modal

2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah ber
rupi ah di t ahun 2021 guna meni ngkat kan
pemul i han ekonomi d agekraatha nd apne | pg min@a n ter

masyarakat .
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Sedangkan, penurunan realisasi bel anj
komponen belanja tak terduga (realisasi 1
2020 menj adi 72 miliar rupiah pada tahun
2021 penangan akn pdaanndpeami -1 L o vs wd a h dapat
direncanakan dengan | ebih baik sehingga :
sudah sesuai program/ kegiatan pada bel anj
realisasi juga terjadi pada komponen bel a

~t

ahun 20206sdbégsadiun rupiah menjadi 5, 6

tahun 2021) dan realisasi bel anja bantua
triliun rupiah di tahun 2020 menj adi 1, 7
TABERZ .8 BELANJDAERAIRPROVI NBSAWATENGAHAHUN 018
202@uTh
Ur ai an 2018 20109 2020 2021

Belanja Di24. 478. 26.151. 25.651. 25.842.
Belanja P¢6.468.26.591.96.483.7/5.685.09
Belanja Bi4.042.7 4.562.44.104.65.344.0
dan Jasa
Belanja Hi5.150.05.155.85.593.1/5.728.9
Belanja B¢dl. 442 44,325 42.407 66. 180

Sosi al
Belanja B¢4.971.25.248.44.633.25.735.5
Hasi |

Sumber : BPS di ol ah, 2023

Kemudian jika dibandingkan dengan pro

Jawa Ti mur real i sasi bel anja daerah juga
tahun 2021. Pada tahun 2021 belanja daer
meni ngkat menj adi 33,85 triliyun dari t a
reiasasi peni ngkatan bel anja daerah terj a
seperti belanja barang dan jasa meningkat
bantuan sosi al meni ngkat menj adi 92,5 j uf
menj adi 7,56 triliyun.
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Tingginya tingkwum ddaedraah) amesmuagitndi kasi ka

adanya permintaan terhadap kebutuhan ©bar

Calon investor dapat mel i hat hal i ni seb

wil ayah tersebut ada pasar yang bisa o0di

tingkat bel anmauataeparhpumear an uang yang

tinggi, hal ini berarti perputaran ekonom

0stucko6 karena jumlah wuvuang yang beredar

bel i masyarakat .

.2Adpek Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat menj adi uj ung

kebijakan yang di buat ol eh pemerintah

kesejaht er aan nmeasuyarkakeatr an utama dal am k.

pembangungan yang di |l aksanakan Dadlaarh

mel aksanakaam ppemgbangunan perl u adanya

berdasarkan karakteristik tingkat kesej a

agar dal am mengambi | kebijakan dan strat

tepat sasaran damatpemat ngukat or kesejaht e

yang digunakameuannt ai tingkat kesejahtera

beri kut :

A.Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menjadi satu hal yang

Ketenagakerjaan berbicara mengenai pr oc

angkatan Ketrgmagakeeyapakan gambar an akt

masyar akat dal am mencapai kesejahter ac
perekonomian. Ketenagakerjaan mer upakan
hanya unt uk mencapai kepuasan indi vi du
me menuhi perekonomian rumah tangga dan

masyar akat . klerndckinkhagtackrer j aan merupakan i

4 4
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dal am perencanaan dan evaluasi pembanguna
maupun di bidang sosi al

Tingkat Partisipasi Angkat an Kerja (T
yang menggambarkan perbandi ngamemadgdak an
dalam wusi a kerj a. Jeallgamiem updaluan T@PRAKka ya
menggambar kan penyediaan atau penawar an
partisipasi angkatan kerja juga merupak:
dal am menyiapkan | apangan pekerjaan bagi

Penduk yang di katakan angkatan kerja a
bekerj a dan penduduk yang sedang menc a
penduduk yang termasuk dari bukan angkat a
yang masuk dalam usia kerja namun sedang
rumah taangensiunan, siswa sekolah maupun
l adlmi n. unt uk mendapat kan per hitungan
presentase TPAK maka dengan cara membagi
yang bekerja dengan jumlah6dotahupendddpl
TPAK dBRR Tdi Provinsi Jawa Tengah, Jawa

sebagai beri kut:

TABER .9 PERBANDI NGANA KAWATENGAHIAWATI MUR DJMMWA

BARAT
TPAK
Tahun ,
Jawa Bar Jawa Teng Jawa Ti mu

2018 62, 84 68, 81 79, 41
2019 64, 99 68, 85 79, 55
2020 64, 53 69, 43 70, 33
2021 64, 95 69, 58 70

Sumber : BPS diol ah, 2023
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90
79.41 79.55

80

68.81 68.85 69.430.33 69.58 70
70 64.99 64.5 64.9

62.8

60
50
40
30
20
10
0

2018 2019 2020 2021

m Jawa Barat mJawa Tengah m Jawa Timur

GAMBAR .1 2PERBANDI NGANA KAWATENGAHIAWATI MUR DAN
JAWABARAT

Sumber : BPS diol ah, 2023

Per masal ahan ketkRenrnlgakelrgagaiankuat denga
jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan
Tengah turut menghadapi dinami ka ketenag
di bandingkan provinsi |l ain. -2&Rdma kpedi cd
TPT (Tingkat Penghkhapggdramr der bhai Jawa Te
sebesar 8,2 persen. Tingkat penganggur an
di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 f{

Provinsi tertinggi di Pul au Jawa.

TABER .1 OPERBANDI NGANTUAWATENGAHIAWATI MUR DJMWA

BARAT
TPT
Jawa Bar a Jawa Tengal Jawa Ti mur
8,23 4, 47 3,91
8, 04 4, 44 3,82
10, 46 6, 48 6, 84
9, 82 5,95 5,74

Sumber : BPS diol ah, 2023
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PERBANDINGAN TPT

2018 2019 2020 2021

12

10

o N OB~ O

m Jawa Barat mJawa Tengah m Jawa Timur

GAMBAR .1 3PERBANDI NGANTAWATENGAHIAWATI MUR DMWA
BARAT

Sumber : BPS diol ah, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
2020 mengal ami peningkatan dar.i 4, 44% me
di picu oleh terjadinya penawaran angkatar

tersebut I ebih tinggi daripada peeygpadpan

peningkatan jumlah pengangguran. Keadaan
terjadi karena berbagai alasan antara | ai
yang mel emah saat I ni bi sa berdampak pad
perl uasan usaha dan kondi si upasangkektsp
partisipasi angkatan kerja di Jawa Tenge
setiap tahunnya, hal itu berarti Provinsi

t enaga (klearbjoaur ysaumpgplsyemakin tinggi unt uk
barang dan jasa dalam sHdt ut epesredludn omme najr

berita yang bai k bagi para calon investor

B.Pendi di kan
Pendi di kan mer upakan kebutuhan ut ama
masyarakat .daSypambesi a yang berkualitas dap

mel al ui pembangunan Pendidi kan ydmguknkl u
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dapat mencapai target TPB secara opti mal
Mi ni mal (SPM) bidang pendidi kan wajib unt
pemenuhan SPM bidang pendidi kan menghada
yaitu masi h dijumpai Anak Tidak ®&ekol ah
Kondi si tersebut ditunjukkan mel al ui Tin
pada kel ompok udiatadltinh atid@F un -1d& nt alkbu n

selama kurun waktu 5 tahun terakhir di man

Jawa Tengah belum mencapai 200 apet sber i e

TABERZ .1 1 TI NGKAPARTI S| PSEXKIOL AMAWATENGAHAHUN O 1-7

2021
Tahun 7-12 Tahun|1315 Tahurl16l18 Tahut
2018 99, 76 96, 48 68, 48
20109 99, 77 96, 11 69, 65
2020 99, 73 96, 37 70, 14
2021 99, 66 96, 84 70, 80
Sumber BPS diol ah, 2023

TPS JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN JAWA BARA

74

72
70
68
6
6
62

2018 2019 2020 2021

(o2}

g

® Jawa Barat mJawa Timur = Jawa Tengah

GAMBAR .1 4T P SAWATENGAHIAWATI MUR DMWABARATAHUN

201-8021
Sumber : BPS diol ah, 2023

Tingkat partisipasi pendi di kan sejal ar
pencapaian SPM yaitu juml ahl®8watrglun eyganma@
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berpartisipasi d amheam®e npgeandd rdii k@ambar an t er
memper !l i hatkan bahwa belum seluruh pendu
1618 tahun yang berpartisipasi dal am pend

bi dang pendidi kan di Jawa Tengah jika di.¢l
dasar belum mencap®er Rb pregasrenAPS tingk
(1-68 tahun) di Jawa Tengah dan disandi ngk
Jawa Barat dan Nasional sebagai beri kut :

TABER .1 2 PERBANDI NAANIAWATENGAHIAWATI MURJA WA
BARAT DNASI ONAL

TahurJawa BaJdJawa Ti Jawa Ten Nasi onal
2018 67, 17 72,18 68, 48 71, 99
20109 67,29 72,74 69, 65 72, 36
2020 67, 74 73, 05 70, 14 72,72
2021 67, 8 74,14 70, 8 73,009

Sumer : BPS di ol ah, 2023

Dal am kurun w2l2d 2a0hh&a partisipasi S
tingkat S8SMA t(alhaun) di Provinsi Jawa Tenga
yang merupakan dampak adahYayprmaqidmemalcoa
anak wusia sekolah wuntuk tidak melanjutk
pekaanp guna memperbai ki perekonomian kel u

kesulitan akibat adalh%.a pandemi covi d
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Angka Partisipasi Sekolah

dddd

2018 2019 2020 2021

76

74

72

70

68

66

64

62

Nasional

mm Jawa Barat mmmm Jawa Timur Jawa Tengah

GAMBAR .1 5PERBANDI NAANIAWATENGAHIAWATI MURJA WA

BARAT DNASI ONAL
Sumber : BPS di ol ah, 2023

Unt uk meni ngktaut knainn i mua | | ayanan pendi d

l ai n dengan meni ngkat kan akses pemer at ac:

meni ngkat kan distri busi dan pemerataan
tenaga kependidi kan, dan meningkatkan kol
mel al ui uj i k otnup epteenndsiid.i kMun akan berpenga

kemampuan para pekerja.

C.l Il mu Pengetahuan, Penelitian dan Pengeml
Dewasa i ni il mu pengetahuan, penel i ti
teknol ogi sangat berkembang. Perkembangan
dengan bai k. Il mu pengetahuan dan teknol
modern ini, mengal ami banyak perubahan

pen@dtuan dan teknol ogi mer upakan faktor"

pembent ukkan masyarakat dan kebudayaan.
antara keduanya terdapat perbedaaan dal

Di masa | ampau, teknol ogi berperan untuk

50



Penyusunan Ngaskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

A \\

fisik, kaadainlgmu pengetahuan terut ama di

me ma h a mi ke-kepddianan dunia fisik tersebut.

Per kembangan i1 mu pengetahuan yang p
hasilnya yang kelihatan nyata dan berpeng
duni a, menyebabkan maneusgaal amidakke g winlgii tha mm,
mengul angi kesulitan yang pernah dial ami
setiap |l angkah untuk mendapatkan kemudah
dengan penerapan perkembangan 11|l mu penge
(I ptek). Untuk mendapat nemehkhamud&lrdmnut dan
hi dupnya, manusi a membut uhkan ber bagai
mul anya barangbarang i1tu dibuat dengan t
kemampuan berpi kir, manusi a dmaegsaitn memtcu kot
me mbuat baarmaamgg itu. Demegsainn matski npuml ah
maupun kualitas barang dapat -"degsiimglkas iklar
teknol ogi i | mu pengetahauan i tu tel ah b

kebutuhannya.

TABER .1 3JUMLAIOKUMERENELI TI ANRD®ROIMENDARPEINELI TI1 AN

No DokumePrenel i ti an 20182019 2020202

1 Dokumen Penelitian| 6 9 4 2

2 Rekomendasi / Il m6 9 4 2
Penel i ti an

Sumber Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sel ama kur un wakt u 2018 hi ngga tahu
penelitian dan rekomendaie/nierhplta mewntfalsuk:t

dan cenderung me n udriusne.b alséela rei @aih pel aksan

restrukturi sasi kel embagaan l it bang daer
penelitian dalam bentuk fasilitasi Ri set
penel i tian mandi ri sudladngit.i dR&kdaditbamhurka

dampak pandenli9 Cwenglaki bat kan menur unny :
kegiatan penelitian karena pemerintah me

dal am upaya penanggul angan dampak pand
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meni ngkat kan pemanfaatan hasi l l'itbang
peningkatan kapasitas SDM Penel i ti mel al u
me mbangun komuni kasi mel al ui Jaringan P

kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek
dan membangun jejaring antara amdnerui ti an
pengetahuan, teknologi, dan perkembangan
bagi sebuah organisasi maupun perusahaan

efektif dan efisien.

D.KepemudaanOl| ahr aga
Daya tariKk aktivitas ol ahraga saat

kenai kkan yasggmsiamhigkhanert ari kan berbagai
pada aktivitas i ni menj adi kan peluang b:
dal am bidang bisnis. Pembangunan bidang Kk
berjtwan untuk meningkatkan peran aktif p
bi dang pembangunan dan meningkatkan prest
nasi onal maupun internasional. Pemuda m
I ndonesia ( WNI) yang memasuki peri ode pe
per kempbaanrn yang berusia 16 (enam bel as) S @
tahun. Pemuda merupakan salah satu kompol

bi sa terpisahkan dalam proses pembangunan

Unt uk mengetahui kinerja penyelenggar a

dan ol ahraga di Pradcv idn sii nJaukak alnemg eh capa

dengan 7 indikator kinerja diantaranya P
kepemudaan, Persentase capai an kemandir
Persentase peningkatan prestasi ol ahraga

ol ahr aga rekreasi ,pePenglkat an tenaga ol a

ber kompeten, Persentase peni ngkatan t e
ber kompeten, Persentase sarpras ol ahraga
target indikator kinerja Urusan Kepemudaa
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Il ndi kator ber stcaatpuasi adkaann 6t elrndi kat or ber
upaya keras. Adapun 6 I ndikator yang ber
yaitu Persentase capaian kapasitas kepemi
kemandirian ekonomi pemuda; Persentase
ol ahr aga; Per seantewen calpahraaga rekreasi ;
peningkatan tenaga ol ahraga yang ber kompe
bersifat pengumpul an mas s a, sehingga dn

pemberl akuan pembatasan aktivitas masyar

penyebar a+l 9Covnadk at akne gsieaper t i sel eksi dan
PASKI BRAKA, pemuda pelopor, kepencintaal a
Nusantar a di |l akukan penundaan. Persenta
kepemudaan; Persentase capai an kemandir

Persentase peningkat aan, pPreerssteanstia s®&| acharpaag -
ol ahraga rekreasi; Persentase peningkat ;
ber kompeten di karenakan kegiat an ber si f:
sehingga dngan adanya kebijakan pemberl ak

masyarakat untuk mengu€Canigdg®, pemakabkreagn at

seperti sel eksi dan pemant apan PASKI BR/
kepencintaal aman, dan Kapal Pemuda Nu
penundaan. Pengel ol aan terkait kepemudaal
penting dalam menciptakan | i mgekuwurnga muyangg

E.l ndeResmbanguMamusi a

Il ndi kator dar i maj unya sebuah masyar a
sal ah satunya adal ah l ndeks Pembangunan
memi | i ki pengertian pertumbuhan yang po
bi dang ekonomi, sobudbypol Pembangaman ma
di fokuskan terhadap manusia dan kesejaht
manusi a yang berkualitas di perol eh dar
pendi di kan berkualitas pada semua jenjani
| api san masyarakat, memsingkiagwg adik obmpekd reg
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dan sains, meni ngkatnya akses dan kualit
peni ngkatan gi zi masyarakat, pencegahan d

dan pengembangan jaminan kesehatan.

l ndeks pembangunan manusia merupakan i

mengukur ketercapaian pembangunan manusi i

Kkomponen dasar kualitas hi dup. | PM me
penduduk dapat mengakses hasi|l pembangun:
pendapatan, Kesehat an, Pendi di kan, dan s
I PM Jawa Ta&migahahlun ke tahun mengal ami p

71,12 pada tahun 2018 menjadi 72,16 pada

dar i |l ndi kat or Pembangunan Manusia di Pro

IPM JAWA TENGAH

72.4
72.16
72.2

72 71.87
71.73

71.8
71.6
71.4
71.2

71
70.8
70.6

71.12

2018 2019 2020 2021

GAMBAR .1 61 P¥MROVI N3AWATENGAH
Sumber : BPS di ol ah, 2023

Tabell42l.ndeks Pembangunan Manusia Jawa t
Barat dan Jawa Timur dan Nasional

Tahun I ndeks Pembangunan Manusi &

Jawa Ten Jawa Ti Jawa Ba Nasi on:
2018 71, 1 70, 7 71, ¢ 71, ¢
2019 71, 1 71, ° 72, ( 71, ¢
2020 71, ¢ 71, 7 72, ( 71, ¢
2021 72,1 72, 1 72, ¢ 72,z
Sumber : BPS diolah, 2023
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I ndeks pembangunan manusi a di Provi
memper |l i hatkan perkembangan yang positif.
tahun terakhir, I PM Jawa Tengah Tengah
hingga mencapai nil ai 72,16 tahun 2021.
tinggada peri od2019201n8encapai 0, 86 %.
Pembangunan Manusi a Provinsi Jawa Teng
maksi mal , ma k a har us di perl ukan f or mu
meni ngkat kan l ndeks Pembangunan Manusi a

mencer minkan kemajuan masiyaXavwkatTangahr.ovi

F.l ndekemi ski nan

Kemi skinan merupakan fenomena yang mer

maj uny a suatu wil ayah. Kemi ski nan juga
fundament al yang tengah di hadapi ol eh
terut ama ol eh negar a sedang | ndemkemkaa n ¢
Kemi skinan menjadi salah satu masal ah di
sekarang apalagi sejak terhempas dengan

moneter yang terjadi sejak tahun 1997.

persentase penduduk miskiemgdl athawpedenga.

dar i 11,79 persen pada bulan Maret 2021

bul an September 2021. Secara absolut | uml

175,74 ribu orang dari 4,11 juta orang me

peri odeddapteea mber r2s0e2nlt apsee penduduk mi ski

perkotaan turun menjadi 10,16 persen yang

per sen, at au ber kurang sebanyak 61, 24

persentase penduduk miskin di daerah per

persen pada Maretl22,024 preemmgeamipada Septen

atau berkurang sebanyak 114,51 ribu orang
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GAMBAR .1 7JUMLAH DRENRSENTARBENDUDUMI SKI NJDOWA
TENGAH

Sumber : BPS di ol ah, 2023

Ji ka dibandingkan dengan nkembahkl pakon
Jawa Tengah masi h berada di atas nasional
kecenderungan perubahan tingkat kemi skin
Kkurun waktu 3 tahun terakhir sejal an de
Nasi onal , sebagai mana gambar dan bpwdh.
periode tersebut, upaya penanggul angan Kk
Tengah sudah mendukung upaya penurunan Kk
Program investasi dan penanaman modal bi
khusus dan tepat sasaran bagi pr odsies pe

suatu daer ah.
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BAB | | |
EVALUASI DAN ANALI SI' & PER

UNDANGAN

3. Evaluasi TPembdapukan Produk Hukum Daer ah
l.Unda#wgrdang Dasar Negara Republik I ndonesi
Pasal ayaéat (6) UuubD NRI 1945 menyeblt

Pemerintahanbedaearkahmenet apkan peratur an

per at tprearmt ur an l ain unt uk mel aksanakan

pembantuan. Dar i ketentuan i ni bahwa daer
konstitusional untuk membentuk peraturan

j uga daer ah me rainlgiakni ukd w&kn me mbent-uk p e

peratur an Il ai n terkait dengan pel aksan:

pembantuan.

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seora
Il bantu Waki l Kepala Daerah dalam menj al
mer i nt ahan. PPeendeurdiunktaanh Daer ah yaitu den:
wenangan ol eh Pemerintah Pusat dal am me

mp a i menyebarl|l uaskan Peratur an Daer

® 9 @ O

|l aksanaannya yang di dasar kan kepada |

C O (7)) X O o

ndangan dan ketentuan hurkiusn pracmdyu kd i kswekw
daer ah.

2.Unda#gdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pdrnumdhdagmn, sebagai mana telah di
Undawgodang Nomor 13 Tahun 2022 tentang P
At as Undaadgng Nomor 12 Tahun 2011 mhentang
Peraturan Peédinumdhagram

PengerPemat ur an Prendadgag adal ah per a

tertulis yang memuat norma hukum yang men
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di bentuk atau ditetapkan ol eh | embaga n
ber wenang mel al ui prosedudal gmngpedat et al
perundamdgangan (Pasal 1 alhngdkaan g2 NWmmoda n gl 2
Tahun 2011 tentang Pembent uk ann dRaenrgaatnu)r.a n
Jenis dan hierarkKki Pamatamrgam Rer d mdamg
adal ah sesuai dengaiwnkFangl Nomdnda@d Tahun
tentang Pembent ukan Per-andaraganPesebdga
beri kut:
l)Unda+wgodamdgsar Negara Republi k I ndonesi
2)Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raky
3)Undatd;mdang atau Peratur an-Umhdmgqgant i un
4)Peraturan Pemerintah;
5)Per athurPa esi den;
6)Peraturan Daerah Provinsi; dan
7)Peraturan Daerah Kabupaten atau Kot a.
Berdasar kan-Utdamagg Nomor 12 Tahun 2011
Pembent ukan Peraturvannd aRgraundadnagl am membe
peraturan pendadgag harus bdrdakak&an asa
pembent ukan perat uruannd a p g a n n dyaanngg bai k, ¢
beri kut:
1)Asakejel asan tuj uan yaitu setiap pem
perundamdangan harus mempunyai tujuan
hendak dicapai
2)Asas kel embagaan at au amrgg & re ppaet mhyean tt wk s
j eni s peratur amndpaenguannd amgr us di buat I

pej abat pembent uk per audnudamg armp e ryanndag |

ber wenang bai k di tingkat pusat maupun
3)Asas kesesuaian antara jenis dan muat
peraturaerung-amgangan har usbenadrenar
memper hati kan mat eri muat an yang t e

peraturan perundangundangan.
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4)Asas dapat dil aksanakan yaitu setiap
perundamdgangan har us memper hi tungkan
peraturan pendargager sebut di dal am ma
bai k secara filosofis, yuridis, maupun
5)Asas dayaguna dan hasil guna yaitu
perundangundangan di buat kathemar me m;
di butuhkan dan ber manfaat dal am me n

ber masyar akats,a bdearnb abner negar a.

6)Asas kejel asan rumusan yaitu setiap
undangan har us me menuhi persyaratan

perundangundangan, sistematika, piliha
bahasa hukumnya jelas dan mudah di men
meni mbkan ber bagai i nterpretasi dal am
7)Asas keterbukaan yaitu dalam proses p
perundwamdangan mul ai dar i perencanaa
penyusunan, dan pembahasan bersifat tr
Sedangknaant er i muat an esrr tad-aumr gaann g a n

menur ut Pasal -UsdadamglamMNg mor 12 Tahun 201

mencer minkan asas:

l1)Asapengayoman, yaitu setiap mat eri
perundamdgangan har us berfungsi n
perlindungan dal am rangka menci pt ak

masyarakat .

2)As as kemanusi aan yaitu setiap

mat er |

perundangundangan harus mencer mi nkan

penghor mat an Hak Asasi Manusi a

( HAM)

martabat setiap warga negara dan pend

proporsional

3)Asas kgbaan yaitu setiap mat e+ i mu a

udangan harus mencerminkan sifat
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yang pluralistik dengan tetap menjaga
Republi k I ndonesi a.

4)As as kekel uargaan yaitu setiap mat e

perundamdagmmn har us mencer mi nkan mu ¢
mencapai mufakat dalam pengambidak kery
tercapai maka dil akukan voting yang h

semangat kekeluargaan.

5)Asas kenusantar aan yaitu setiap mat e

perundamdangan s hase@enanti asa me mper h;
kepentingan seluruh wilayah I ndonesi a
perundangundangan mer upakan bagi an dze
hukum nasi onal yang berdasar kan Panc
Undang Dasar 1945.

6)Asas bhineka tunggal ik amwati da u ppertdtapr
perundwamdangan har us memper hati kan
penduduk, agama, suku, golongan, kondi
budaya khususnya yang menyangkut ma s a
kehi dupan bermasyarakat, berbangsa dar
7)As as keadil anti gpi tmat eei muat an pe

perundangundangan har us mencer mi nkan
proporsional bagi setiap warga negar a

8)Asas kesamaan kedudukan dalam hukum d

yaitu mater:i muatuannd apgraumndandgk bol eh
ha-halanyg bersifat membedakan | atar bel
ras, golongan, gender, atau status soOS:¢

9)Asas ketertiban dan kepastian hukum,
muat an peraturan-unpgaeangadandcar us da |
meni mbul kan ketertiban dalam masyar ak
adanya kepastian hukum.

10Asas kesei mbangan, keserasian dan k e

mat er i muat an per at uuradangoaeenr unldamugs
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mencer mi nkan kesei mbangan, keserasi ar
antar a kepentingan indi vi du dan m
kepentinganamaNggar a.

11Asas l ai n yang sesuali dengan bi dancg
perundangundangan yang bersangkut an, &
a.Dal atmukum pi dana, mi salnya asas | eg:
hukuman tanpa kesal ahan, asas pembi n;

asas pradulger 4 aldatk

b.Dalam Hukum perdat a, mi sal nya dal am
antara | ain asas kesepakatan, kebeb
iti kad bai k.
3.Per mandagr. Nomor 120 Tahun 2018 tentan
Peraturan Menter.i Dal am Neger. Nomor 80

Pemberktam Produk Hukum Daer ah

Prospesnyusunan produk hukum daerah har
ketentuan yang di amanatUnam ndga INomoUWn dlan dgr a t
2011 tentang Pembent ukan FUenrdaatnugraann  dRaenr u
Peraturan Menter:]| Dal am Negeri tRIntMamor
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Ne
tentang Pembent ukan Produk Hukum Daerah
produk hukum daerah harus dapat dipertang
bertentangan dengan pewatdamaran peranmgdalngl
tinggi

Produk hukum tersebut meliputi dua per
Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Prov

nor mati f penyusunan produk hukum daerah

ber beda. Na mun secar a tahapan kur ang
per@eanaan, penyusunan, pembahasan, pe
pengundangan. Dal am perencanaan, penyus.

daerah harus berdasarkan Program Legi sl as

hal dengan di pusat berdasar kan Progr
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(Prolegnas). D apleanny u st uanhaanp, Peraturan Pe
undangan dapat berasal dar i eksekuti f ata

Terkait pembahasan terdiri dar i dua ¢t
tingkat | yang dilakukan ol eh eksekutif b

[ rancangan per atumdamgapneryamdangel ah di
bersama ol eh | egi sl atif dan epki smepki unt ai nf d
|l egi sl atif kepada pimpinan eksekuti-f untu
undang. Kemudi an setel ah di setuj ui ber s

presi den unt uk mendapmt mah alpeeingé salka t a

Presiden diberi waktu 30 hari unt uk mel &
Jika | ewat dar i i tu dan RUU belum dita
otomatis tetap sah menjadi Uu.

Terakhir penyebarl uasan uu di Il akukan
pemerintah s e jnaakn  pPernoyl uesgun a s , Penyusunan
Peraturan PEndadganqg, Pembahasan Peratur ar
Undangan, hi ngga PengunWnmndhdagno. UThudjawnagn

pengundangan adal ah agar masyarakat me n
perundamdgangan tersebut darc udap &kta pmaen jsaidit

peraturan pendadgag mul ai berl aku dan men

3. ZEZval ulesrihadap Regul asi Terkait
1.Peratur an Daer ah provinsi Jawa Tengah N C
tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Peraturan Daer ah Pr ovtiennstia nJga wPae mibeemg auhk
Peraturan Daerah didasarkan pada pemikira
mer upakan peraturamndaegandacdcig Daer ah L
mel aksanakan ot onomi daerah dan tugas pe
di amanatkan dalam Pasal -Un&8aagatbaé&yarada
Republi k Indonesia Tahun 1945 serta sebacg

dari peraturawnpgpemwmanahgebi h tinggi yang d

6 2
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memper hati kan kondi si daerah yang bertuj

masyarakat .

Substansi dalam Peratmeanp®d&kRanabaghan
sistem hukum nasi onal dengan semua el e
menunjang satu dengan yang |l ain dalam ra
mengatasi per masal ahan yang ti mbul
ber masyarakat, ber bangsa, dan bernega
peny@alggar aan Pemerintahan Daerah di tingk
Pancasil a dadndlamdianBasar Negar a Republ i

Tahun 1945.

Peratur an Daer ah i ni mer upakan penye
kel emakha@alnemahan dal am Peraturan Daerah Pr
Nomr 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pem
Penyusunan Peraturan Daerah, yaitu antara

a.mat edar i Peraturan Daerah Provinsi Ja

Tahun 20014 tentang Tat a Car a Pembent

Penyusunan Peraturan Daer ah sudah ti

per kembangan hukum baru dal am Pemben

Perundwamdangan khususnya dengan di

Unda+i#gmmdang Nomor 12 Tahun 2011 tentan

Peraturan Pendadgag,;

b.terdapat mater. bar u yang perl u di
perkembangan atau kebutuhan hukum Pem
khususnya dengan di t et a plknadnannyga

Pemeri nt ahaahn yDaanegr bar u

cC.Ssubstansi pembi naan dan pengawasan
Kabupaten/ Kot a;

d.pengaturan Naskah Akademi k sebagai sua
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Daerah Kabupaten/ Kot a;

6 3



Penyusunan Ngaskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

A \\

e.pengaturan meaiglewntasert aan Perancang
Perundangundangan, penel i ti, dan tena
Pembentukan Peraturan Daer ah; dan

f . penambahan teknik penyusunan Nas kah

Lampiran | Peraturan Daerah ini

Secara umum Peraturan Daemwaath kianis enbeanguaai
beri kut: asas pembentukanumweamadgamanadas ud
mat er i muat an; tahapan pembentukan dan
perencanaan; penyusunan,; pembahasan; per
at au pengesahan; pengundangan dadhanpenom
eval uasi ; penyebarl uasan; partisipasi
pembinaan dan pengawasan Peraturan Daer at
ket entualnailmiyang memuat mengenai ketentu
Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada Per
menyusun kebijakan tentang pembentukan pe

Sel ain mat er i bar u tersebut, juga di
teknik penyusunan Peratur an Daer ah y an
Lampiran | 1. Penyempurnaan terhadap tekni
Daerah di makatdkamemaki n memperjelas dan
pedoman yang | ebih jelas dan past. yang
penyusunan Peraturan Daer ah.

Sel ain mendasar kan kepada -wredanguamn

yang mengatur mengenai pembentukan per
undaamg, pemerintahan daerah, damdaeamgathur a
terkait l ai nny a yang tel ah di cant umkan
mengingat, Peraturan Daerah ini juga ber|
Menter. Dal am Neger. Nomor 80 Tahun 2015
Produk HukamahPanyesupeéemayesuai an yang t
di jel askan tersebut diatas menjadi kan per
pembentukan produk hukum daer ah, sekal

6 4
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dan/ atau penambahan regul asi dar i regul a

sebel umnya.
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BAB |V
LANDASAKANLOSOFI S, SOSI OLOGI

YURI DI S

Peraturan pendadgag di |l ndonesia diatur
Undang Nomor 12 fTamuang@ORd&mbentukan Peratur a

undangan. Per at urumd aPregraunn dnaenrgupakan aturan t
mengi kat secdama dmuet apkan ol eh | embaga yang
menj adi hukum vyang sah. Terdapat tiga | and
hukum mempunyali kekuat an berl aku ysuerciadrias, b a
sosiologis dan filosofi s. Setiap pembentuk

bewrar ap agar kaidah yang tercant ununddaanagma mp er a
Iltu adalah sah secara hukum ( | egal val i d)
atau akan diterima masyarakat secara wajar d

panj ang.
4. 1lLandasan Filosofi s

Peraturamundmaemngdangan har us mendap:
pembenaran yang dapat diterima jika dikaj
cita kebenaran, keadi |l an dan kesusil aan.
hi dup suatu bangsa beri si nil ai mor al dar
Mor al dampaetai kdaeasar ny a-nb draiisiy amigl abiai k da
tidak bai k. Ni | ai yang bai k adalah nil ai

di dal amnya ada nil ai kebenar an, keadil a
ber bagai nil ai |l ai nnya yang dianggap baik
dan susil a tersebut menur ut ukur an yang
bersangkut an. Hukum di bentuk tanpa mempe:i
akan-ssiiaa diterapkan tidak akan dipatuhi . S
yang ada di b umi I ndonesi a tercer min
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merupakan pandanga-ni thadbpng<atafal safah

kehi dupan (bvanygsoad | i f e)
Fal safah hidup merupakan suatu | andas
hukum suatu bangsa, dengan demi ki an hukur

mencer mi nkan f albsaanfgasha.s uSaethui ngga dal am pe
peratur an p-eu nuchadmagnagn t er mas uk Peratur an
har us mencer mi nkan nil ai dan mor al yang

(daerah) yang bersangkut an.

Dal am rangka me wuj udk acdi Ppr eonvbi annsgi u nJaan
Tengabcara Imernywhe maka perlu adanya perenc
dal am segala sektor kehi dupan sesuai den
Produk HukumdiDakRrawi nsi Jawa Tengah harus
budayanya yang sesw&i tdemgan taijtuan Pemba
Nasi onal jsuearnt ao ttoun o mi daerah serta berdas

yang telah ditetapkan.

4. 2Landasan Sosiologi s
Peratur an p-endadgang ter masuk peratur &
mer upakan wuj ud konkrit dar i hukum. Pel
perundwamdangan har us sesuai dengan keny

per kembangan dan keyakinan atau kesadaran

masyarakat .aakebaerlaar us mempunyai | andasa
Apabil a kékteetnetnutaunan yang terdapat dal am ¢
sesuali dengan keyakinan umum atau kesadar

maka untuk mengi mpl ementasi kannya tidak a
kendal a. Produwlg WKubwmtydarus dapat di paha
sesuai dengan kenyataan yang di hadapi mas
dal am penyusunan rancangan peraturan daer

kondi si masyarakat yang bersangkut an.

67



Penyusunan Ngaskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

A \\

Dal am perspektif Admi ni stahas me miielgiakia ,
tugas salah samemgedi hdarnhahketert i AdMn ma .
Donner, dal am Hadj on: 1997 :-t Bgas Skell aasij ku

pemerintah Negara adal ah:

1. Mel indungi bangsa dan wil ayah terhada
(pertahanan) ;

2. Melindungia bdaanngs wi | ayah terhadap ker
ancaman ketertiban dar.i dalam (pembent |
hokum; pol i si dl ) ;

3. Penagi han uang paj ak dan pengel ol aan

kepentingan pembiayaan tugas2 negara (}

Tuj uan odarmio mi daer ah adalkaehs ep eanit reg kaatn
masyarakat, peni ngkatan pel ayanan publ ik
saing d &Keerseehj .aht er aan masyarakat meni ngk.
dengan berbagai i ndi kator . Sal ah satu ir

I ndek per kemebransjidhs man Devel opmentyalindieks

dengan par ameter akses pendi di kan, pel :
pendapatan masyarakat. Masyarakat di katak
apabil a masyarakatnya mendapat kan pel ay
me madai |, akses ymemgdildaykaakn dan pendapatan

yang | ayak.

Pel ayanan publ i k meni ngkat at au prim
pedoman, standard dan prosedur dapat di |
mestinya. Untuk itu dibuatlah Standar Pel
menj adi acuan Wkerliakma nmepre | ayanan kepada
Peningkatan daya saing daer ah di |l aksan

pel aksanaan wurusan daecroarhe sceosmupaei n tdeenncgea. n

Dal am Negara hukum yang bertujuan mewuj

raky@wel f ar edisbtuatueh)k an admamwgkeastepkai dah a

6 8
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norma yang digunakan untuk mewujudkan ad:

ketertiban hidup di masyarakat. Seperti d
hukum arti hi dup dan kehi dupan yang [
tersendiri, karena segalmhiAykulmemdaspakan
peraturan tata tertib yang mempunyali sif

mengatur hubungan manusia dengan manusi é

serta menjamin rasa keadil an.

Di sampi ng i tu ada yang mempengar uhi 1
tingkah | aku manusidapaml| asnas \kaerhak at yang
di sebut nor ma/ kai dah. Norma atau kaidah c

masyarakat terdapat 4 macam, yaitu:

1.Nor ma a,gyanat u peratur an hi dup yang di

per i npearhi nt ah, -l aramgam daanamnmj@amayang
berals dari Tuhan. Contoh-miniudnakh kel als , |
ber buat maksiat, mengkonsluansn. madat, d

2.Norma kes,usydiatam peraturan hidup yang

suara hati nurani manusia atau datang
di akui dan @eéhi meyafaip ®@lrang sebagai pe
bersi kap danmComdgrolhuats.eorang anak dur ha
orangtuanya.

3.Nor ma kesopyman u peraturan hi dup yan

pergaul an segol ongan manusia yang diil
pedoman ynangatur tingkah | aku manus |
l i ngkungan sekitarnya (mi sal nya: o
menghor mati vyang | ebih tua).

4 Nor ma hukwmi t u pee rad tuua raan yang ti mbu
hukum yangodehumdanguasa negara yang i s
setiap orangahamnmglaalkapat di pertahan
segal a paksaanal atehneghat.melCaktbkan

pencurpgembunuhan, pemer kolsaiam, dan
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Untuk menciptakan ketertiban dalam neg
harus i kut menentukan hukum ykaynagt laskha ny abreg
menentukan arah dan Deunjguaann andeagnayraa . h u k um
peraturan yang dibuat beakwpabréahakmekehidad
demokrasi, ma k a ketentraman dan keter

di wuj udkan.

Produk hukum daerah dapat beréreettaigkam.enc
Produk hukum berbentuk peratur an mel i pu
Peraturan Kepal a Daer ah, Peraturan Ber sa
Peraturan DPRD. Produk Hukum yang ber be
keputusan mel i puti Keputusan Kepal a Daei
Kepusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan
Produk Huk um daer ah tersebut mer upaka
penyel enggar a pemerintahan daer ah dal a

pemerintahan daer ah.
4. 3Landasan Yuridis

Peraturan p-earnudnadnagnagn har us mempanyali
hukum atau dasar hukum yang terdapat dal ¢
tinggi. Landasan yuridis adalah | andasan
perintah untuk membent uk s ebuduhn dpaenrgaatnu.r an
Pertama; terkait dasar kewenangamnpembuat
undangan terkbhetdulBmacazigndang yang menj adi
pembent ukan Daer ah yang kkeert 9 gprag kau tua m;n d
perundwamdangan yang berkaitan dengan m

perundandangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan
kewenangan yaitu apakah ada kewenangan se:
yang mempunyali dasar hukum yang ditentu

perundamdangan. Hal I ni sangat perl u,
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perat preamndangdangan yang di buat ol eh badeze
yang ti dak memi | i ki kewenangan ma k a p
undangan tersebut bae iatl i Mieg a | dneynai
kewenangan untuk menymdamg Uamdangada DPR

Presi demt uPen Pemerintah dan Peratur an

Presi den,; Peraturan Daerah ada p-admaWal ik
Dewan Perwakil an Rakyat Daer ah.
Sedangkan berkaitan dengan mater. mu a

perundamdangan maka harus berrdarsias &ksaain lasial

verti kal maupun horisontal. Di samping it

asassas | ain skeperdpeaisalsil tdieDnee roaglIsia,ts

y ankge mudim@ngesampiynmgnkgandahul u dan | ain sel
Untuk mater.| mu a tDaane r Faehr aatduarlaanh s el ur uh

muat an dal am penyel enggaraan ot onomi

pembantuan serta memuat kondi si khusus o

peraturan pendadgag yang | ebih tinggi

Yang t ak kal ah pentingnya dal am pert

perundamgngan adal ah harus didukung deng:
yang akur at atau pembuatan - penrdatnyraan P
berbasis riset. Secara garis besar mater.
tersebut adal ah mengandung keksealsuapgagmray
kenusant abrharmame k a tunggal i ka, kemanusi aa
keadi |lkeemrs,a maan kedudukan dalam hukum da
ketertiban damulkKwegearskteisaen mbangan, keseras
kesel arasan. Demi kian juga untuk muatan P
adal ah smdtuermnih muatan dalam rangka penyel
daer ah dan tugas pembantuan, dan menamp
daerah serta penjabaran | ebi h -ulnadngjnugta nper e
yang |l ebih tinggioXM®™amidi, 2005 : 2
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Menyangkut pembentukan Raannc a nDgagerr a hP e
tentang Produk Hukum Daerah I ni, terdap
perund®dngndangier kpiembent ukernat ur an daer a
Berdasar kan hiraruknidapgaondtaenrgk ai t Produk

Daerdih Provinsi Jawa Tengah disebutkan se

l1.Pas all8 ayat (6WUndadandgdasar Negar a R €
I ndonesia Tahun 1945;

2.Unda+sgpmdang Nomor 10 Tahun 195
Pembent ukan Provinsi Jawa Tengah ( Hi
Peraturan Negara Tahun92)9;50 Hal aman 86
3.Unda+i#gpmndang Nomor 12 Tahnugn P2eOnible ntt aurktaan
Peraturan Pendadgag (Lembaran Negar a
l ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaha
Republ ik |l ndonesi a Nomor 5234) sebar
dengan Utuda g g No mor 13 Tahun 2022
Perubahan Kedmaa#ddang Nomor 12 Tahun

tentang Pembentukan Per allmudamganPer
(Lembaran Negara Republi k I ndonesia Te
Tambahan Lembaran Negara Republik I ndo

4 . Unda+igpmdang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Daeah (Lembaran Negar a Republ ik I ndo
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara |
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemer i ntUanhd afhegn gNgoanmotr i
2 Tahun 2022 tent a(nlge nbhiaprtaan Keergjaa a Rep
I ndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambah
Republi k I ndonesia Nomor 6841) ;

5.Unda+#gpdang Nomor 30 Tahun 2014 tent a
Pemerintahan (Lembar an Negara Republ.i
2014 Nomor 292, Taanbarm a nNe da&mdb Repub
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I ndonesi a Nomor 5601) sebagai mana t e
Peraturan Pemerintah -PRedgggntNomdndanh
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembez:
I ndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambah
Republ i keslinadoNMomor 6841) ;

6.Peraturan Menter. Dal am Neger. Nomor €
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beri
I ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebai
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger:i
tentgawerubahan Atas Peraturan Menter.
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pro

(Berita Negara Republik I ndonesia Tahu
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BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

RUANG LI NGKUP MATERI MUA
PERATURRBERUNDANSDANGAN

5. 1Ketentuan Umum
Berbagai istilah yang terkandung dal a
penting untuk dirumuskan guna memberi kan
tentang ber bagai i stPielnage rpeeagne e butan yan

di maksud adal ah

1. Daerattal ah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adal ah Gubernur sebag
Pemerintahan Daer ah yang me mi mpi n pe

pemerintahan y&epwemanpgadi daerah otonom.

3. Menter.i Dal am Neger. yang selaamjl athny a

Menteri yang membi dangi urusan pemerint
4. Gubernur adal ah Gubernur Jawa Tengah.

5. Dewan Perwakil an Rakyat Daerah yang S

DPRD adal ah Dewan Perwakilan Rakyat D

Tengah.
6. Pemerintahan DaerakKot Habagaltah/ Pemer.i
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yan
Bapemperda adal ah al at kel engkapan DPRELC
yang bersifat tetap, dibentuk dal am Rarg
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8. Sekretardraah Daadal ah Sekretari at Daer at

Tengah.

9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretari a

Tengah.

10.Perangkat Daerah adalah pembantu Guber
penyel enggaraan urusan pemerintahan yan

daer ah.

11 .Al at ekghapan DPRD adalah al at kel engk

terdiri dar i pi mpinan DPRD, komi si, b a
pembentukan peratur an daer ah, badan
kehor mat an dan al at kel engkapan l ai n

di bentuk ol eh rapat paripurna.

12 Pani Kihasus yang selanjutnya disebut P
kel engkapan DPRD yang bersifat tidak t
rapat paripurna secara fungsional yang

ha-hal yang bersifat khusus.

13.Produk Hukum Daer ah adal ah pr &duk h
peraturan meliputi Per da, Peraturan Gu
dan berbentuk Keputusan mel i put.i Ke |
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPI
Badan Kehor matan DPRD.

14 Peraturan Daer ah yang sel anjutnya di
Peragmur per usudharagigan yang di bent uk ol
Provinsi Jawa Tengah dengan persetuju

Jawa Tengah.

15 Peraturan Gubernur yang selanjutnya d

Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

16.Peraturan DPRD adal ah per aotluerha nP iynapnign adni
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DPRD Provinsi Jawa Tengah.

17 Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, K
DPRD, dan Keputusan Badan Kehor mat ar
penetapan yang bersifat konkrit, I ndi vi

18.Tata Tertib DPRD adal ah PeratawviamsiTat ¢
Jawa Tengah.

19 Kode Eti k DPRD yang selanjutnya disebut
yang wajib di patuhi ol eh setiap an:
menj al ankan tugasnya wuntuk menj aga ma

citra dan kredibilitas DPRD.

20.Pembent ukan Peraturah paembaht adaber at t

perundwamdangan daer ah yang mencakup
perencanaan, penyusunan, pembahasal
pengundangan, dan penyebarl uasan.

21 . Pengundangan adal ah penempatan produk |

Lembar an Daer ah, Tambahan LemiBarana Da
Daer ah.

22 Naskah Akademi k adal ah naskah hasil pen
hukum dan hasi | penelitian |l ainnya te

tertentu yang dapat di pertanggungj awab
mendasar.i rancangan per da mengenai p
tesebut dal am rancangan Per da sebaga

per masal ahan dan kebutuhan hukum masyar

23 . Konsul tasi adal ah tindakan secar a | ai
l angsung yang di |l akukan ol eh Pemerin
Pemerintah Pusat terhadap amspkadult a

hukum daer ah.

24 Fasilitasi adalah pembinaan secara tert
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berbentuk peraturan terhadap mater.i

penyusunan rancangan sebelum ditetapkar

25 . Eval uasi adal ah pengkajian dan penil ai
per da diaamtgur sesu-BBndbBndadg bidang pemer
daer ah dan peraturan perundangundang:
mengetahui kesesuaian dengamngangéanr an

yang |l ebih tinggi, kepentingan umum, d e

26 .Nomor Register yangbsetl Hojegngdadab per
nomor dalam rangka pengawasan dan tert
mengetahui j uml ah rancangan Per da
Pemerintah Daer ah sebel um dil akukann

pengundangan.

27 .Autentifikasi adal ah scddemam peodaik daulk

28 Kl arifikasi adal ah pengkajian dan penil
menget ahui kesesuaian dengamnganganor an
yang |l ebih tinggi, kepentingan umum, deé

29 Bertentangan dengan kepent i nlgam yamugn a

tergang

a

menyebabkan terganggunya kerukunan ant :
gunya akses terhadap pel ayanan
a

ketentraman dan ketertiban umum, ter
ekonomi unt uk meni ngkat kan kesejaht
dan/ atau di stkerihm dapsisuku, agama dan Kk
ras, antar golongan, dan gender .
30.Pemrakarsa adal ah Kepal a Perangkat I
mengaj ukan usul atau inisiasi penyusuneé

31.Anggar an Pendapatan Dan Bel anj a Daer a
di singkat aARBDAadggaran Pendapatan Dan E

Provinsi Jawa Tengah.
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32 . Har i adal ah hari kerj a.
5. 2Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang |l ingkup pengaturan yang ada dal a

I ni mel i put. i

1. bentuk produk hukum daer ah;

2. perencanaan,;

3. penyusunan produalr@ahkum

4. pembahasan produk hukum daer ah;

5. fasilitasi, eval uasi dan klari fikasi;

6. nomor register;

7. penetapan, penomoran, pengundangan dan

8. penyebarl uasan;

9. tata naskah dan tekni k penyusunan;

10. partisipasi masyarakat ;

11. analisis dan evaluasi ;

12. pembennukpa oduk hukum daerah berperspe
Manusi a;

13. pembi naan dan pengawasan produk h
Kabupaten/ Kot a;

14. pemanfaatan teknol ogi informasi dan ko

15. koordinasi , jejaring kerj a, kemitr
pembentukan prodaé&r alhkum

16. pengembangan kompetensi sumber daya ma

17. pembi ayaan.

5.3Jangkauan Pengaturan

Produk Hukum Daer ah mer upakan | an

penyel enggaraan pemerintahan daer ah sehi

har us sel ar as dengan
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daeamhdal am rangka tertib pembentukan produ

bai k taat asas pembentukan dan ti dak
kepentingan umum, perl u disusun peraturan
produk hukum daerah yang dil aksanakan de

yang paktoidabastandar.

Sehubungan dengan adanya dui nndaammi gkaan p e
pasca penetapan dan pengundangan Peratur a

2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

a.Undatgpmdang No mor 13 Tahun 2022 tent
Kedua Andsi#godang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peratu-adaRgrnundang

b.Unda+#gdang Nomor 1 Tahun 2022 tent a
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemer |
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
mekani smeakEBvaPerda Pajak dan Retri busi

c.Peraturan Ment er Dal am Negeri No mor
tentang Perubahan Atas Peraturan Ment e
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pro

yang mengatur tentang Pembemtawekam Pro

Fasilitasi Perda dan Perkada, Kl ari fi ki
Selain itu terdapat, urgensi kebutuhan
produk hukum daer ah l ai nny a di Provins

Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur

pr oduk hukum daer ah l ai nnya) sejal an
penyeder hanaan regul asi yang mendasark
peratur an p-endadgang. Sehingga kesel ur uh:

pengaturan perda tidak hanya terbatas pad

di t ambahkan isupbesntyaunssunan produk Adwkiym | ai
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ur gensi kebut uhan pengatur an yang ber

di antaranya:

l1.pemanfaatan teknol ogi I nf or masi d
produk hukum Provinsi Jawa Teng

pembubuhan tanda tangan el éehkatpracmni k d

2. Koordinasi, Jejaring Kerj a, Kemi tr
Daer ah;
3.pengembangan sumber daya manusi a

dengan tahapan pembent ukan produk
(Perancang peraturan perundang wundar

penyul uh hukum dan bedrkalidiam)yang

Berdasarkan pertimbangan sebagai mana d
membent uk Peraturan Daerah tentang Pember

Daer ah.
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BAB VI
PENUTUP

6. 1KESI MPUL AN
Peratur an Daer ah mer upakan sal ah sat

penyel engpgeamearainnt ahan daerah untuk mengat L

sendi ri urusan pemerintahan menur ut asa
pembantuan. Kewenangan pemerintah daer ah
kekuasaannya dalam mengatur ber bagai ur u.

di atur dal am kengundamg UMadmor 23 Tahun

Tent ang Pemerintahan Daer ah. Dengan di b
tersebut pemerintah daer ah dapat me |
penyel enggaraan pemerintahan sesuali d
kebutuhannya.

Tujuan dari di susunnya MesgkamgAskadienmiul
mengar ahkan ruang ' i ngkup mater. mu at
pembent ukan Rancangan PRmraviumain Dawa affen
tentang Produk Hukum Daer ah. Perwujudan r

dijadi kan acuan dan pe-domahk bagkaipi hdh
pembentukan PeratuPaonvDasrallagangesgaali
dengan ketentuan per-anmndmaamgamerundang
Esensi dar i pembentukan Peraturan Dae
mewuj udkan tertib administraProProdukJbdwh
TengahMaka dpaetil utdi susun regul asi daer ah

prosedur dan mekani s me Produk Hukum Dae

per kembangan hukum dan pemerintahan :
pel aksanaan fungsi pembentukan Peraturan
terpadu, dan ter koordiketsd nthiearnd acsaalrakm Un

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem

Perund@mdgangan, sebagaimana telah -diubah
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Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubal

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentuamam Pem
Perund@mdangan.

6. 2REKOMENDASI

Rekomendasi yang diberikan di dalam pe
Akademi k ini yaitu diharapkan Pemerintah
seger a:

1. Memperti mbangkan hasi/l kajian sebagai

dal am Menyusun RPaenr caat nugr aann Daer ah t e

Pembentukan Produk Hukum Daerah Provin
2.Mel akukan koordinasi dengan Pemerintah
dal am proses pembentukan Rancangan Per
3.Menyusun dan mengesahkan Rancangan P
tent angerPteuniban Produk Hukum Daerah P

Tengah.
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RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVI NSI JAWA TENGAH
NOMORéTAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Meni mban : a.bahwa produldatuldhmmer upaka
dal am penyel enggaraan pe
sehingga pembentukannya hi
kebutuhan penyelenggaraan

b.bahwa dalam rangka tertib
hukum daerah yang pemhentat
dan tidak bertentangan den
perl u disusun peraturan m
produk hukum daerah yang ¢
cara dan metode yang past.i

c.bahwa dengan adanya di nan
peraturandampgndangan terka
pembentukan produk hukum
Peraturan Daerah Provinsi
Tahun 2016 tentang Pembe
Daerah sudah tidak sesuai

d.bahwa berdasar kan perti mb
di maksuamdmdr uf a, huruf b
menetapkan Peratur an D
Pembentukan Produk Hukum D

Menginga : 1.Pasal 18 ayat-ufgdandgnbasgr
Republi k I'ndonesia Tahun 1
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2.Undasgpdang Nomor 10 Tah

Pembent ukan Provinsi Jawa
Perat+Prearmt uran Negara Taht
8692) ;

3.Unda+gpdang Nomor 12 Tahun
Pembent ukan PeraturamdaReg
(Lembaran Negar a Republ
2011 Nomor 82, Tamhahan NE
Republ ik I ndonesi a No mor

tel ah di ubah de-gdandgJndlam
Tahun 2022 tentang Perub
Unda+mdang Nomor 12 Tahun

Pembent ukan PeraturdmdaReg
(Lembaran Negara Reapumlhiukn
Nomor 143, Tambahan Lembar

Il ndonesia Nomor 6801) ;

4 Undat+d;mdang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lemba
l ndonesi a Tahun 2014 N o mc
Lembaran Negara Republ i k81
sebagai mana telah diubah |
dengan Peraturan Pemeri nt-g
Undang Nomor 2 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republ ik
Nomor 238, Tambahan Lembar
I ndonesia Nomor 6841)

5.Unda+sgpdang Nomor 30 Tahun
Admini strasi Pemerintahan
Republ ik I ndonesi a Tahur
Tambahan Lembar an Negar a

Nomor 5601) sebagai mana t
Peraturan P ePreenrgi gnat nathi -Uthrddaa
Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Negara Republik I ndonesi a

Tambahan Lembar an Negar a

Nomor 6841) ;

6.Peraturan Menter.i Dal am Ne

2015 tentang Pemh&ntHukam B

(Berita Negar a Republ ik I
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Nomor 2036) sebagai mana t

Peraturan Menter. Dal am Ne
2018 tentang Perubahan At
Dal am Neger. Nomor 80 Ta
Pembentukank PHwklwm Daer akt
Negara Republi k I ndonesi a

Dengan Persetujuan Ber sama
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH PROVI
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapk.: PERATURAN DAERAH TENTANG
PRODUKUKUM DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dal am Peraturan Daerah ini yang di maksud den
1. Daerah adal ah Provinsi Jawa Tengah.

2.Pemerintah Daer ah adal ah Gubernur sebaga
Pemerintahan Daer ah yang me mi mpi n pel
pemerintahan yadaepwemangadi daerah ot onom.

3.Menter.i Dal am Neger. yang selanjutnya di se
yang membidangi urusan pemerintahan dal am

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5.Dewan Perwakil an Rakyat Daedia$fi nygaknag  sDePlRaD

adal ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov
6. Pemerintahan Daer ah Kabupaten/ Kot a ad
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

7.Badan Pembent ukan Peraturan Daer ah yang
Bapemper da adalnaghk agplaant DKPeRIDe Pr ovi nsi Jawa
bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Parip
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8.Sekretari at Daerah adal ah Sekretariat Daer

9.Biro Hukum adal ah Biro Hukum Sekretariat
Tengah.

l10Perangkat Daer ah baandtaul a & u bpeermrm u r dan DPRD
penyel enggaraan urusan pemerintahan yang
daer ah.

11Al at Kel engkapan DPRD adal ah alat kel engka

pi mpi nan DPRD, komi si, badan musyawar ah,
peratur an daerah, amadadmdamgdkaerhor mat an d.
kel engkapan | ain yang diperlukan dan di ben

l12Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pal
DPRD yang bersifat tidak tetap yang di bent t
fungsi omgalberat ugas unut k-hmémpahgsbbkbaki fat Kk

13Produk Hukum Daer ah adal ah produk hukum
mel i put. i Per da, Peraturan Gubernur, Per at
Keputusan mel i puti Keputusan Gubernur, Kep
Pi mpi DBRRD dan Keputusan Badan Kehormatan D

l14Per atur an Daerah yang selanjutnya disebut
perundamdggangan yang dibentuk ol eh DPRD Pr
dengan persetujuan bersama Gubernur Jawa T

l15Peraturan GubernurygyadhigsesrdtanPet qgub adal ah
Gubernur Jawa Tengah.

l16Peraturan DPRD adal ah peraturan yang ditet
Provinsi Jawa Tengah.

l17Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keput u:
Keputusan Badan Kehor mat an apRRD yadagl abher ma
konkrit, individual, dan final

18Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Te
Tengah.

19Kode Eti k DPRD yang selanjutnya disebut Ko
waj i b dipatuhi ol eh setiap anggotgasbhRRD s ¢

untuk menjaga martabat, kehor matan, citra
20Pembent ukan Peratur an Daer ah adal ah p e

perundwamdgangan daer ah yang mencakup tahap

penyusunan, pembahasan, penetapan, pe

penyebamluasa
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21Pengundangan adal ah penempat an produk h L

Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daer ah
22Naskah Akademi k adal ah naskah hasil penel it
dan hasi|l penelitian | ainnya terhadap suat
di pertanggungj awabkan secara il miah yang n
mengenali pengaturan masal amgiear Pebuta daelbar
sol usi terhadap permasal ahan dan kebutuhan
23Konsul tasi adalah tindakan secara | angsung
dilakukan ol eh Pemerintah Daerah kepada P
masukan atas rancanganempalmduk hukum da
24Fasi litasi adal ah pembi naan secar a tertu
berbentuk peraturan terhadap mater. muat al
rancangan sebelum ditetapkan.
25Eval uasi adal ah pengkajian dan penilaian t ¢
di atur sesm@dndbnda di bi dang pemerintahan
peraturan perundangundangan | ainnya wuntuk
dengan peraturaongamgadapmpgng | ebi h tinggi .
umum, dan/ atau kesusilaan.

26Nomor Register yang selanjutnya disebut No
dalam rangka pengawasan dan tertib admini
juml ah rancangan Perda yang di kel uarkan Pe
dil akukannya penetapan dan pengundangan.

27Aut ent iafdaklaassh sal i nan produk hukum daer ah s

28Kl ari fi kasi adal ah pengkajian dan penil a
mengetahui kesesuaian dengamnpgaeangtoar aynranpge
|l ebi h tinggi, kepentingan umum, dan/ atau Kk

29Bertent angan pemtgiamgake umum adal ah kebij
menyebabkan terganggunya kerukunan antar
terganggunya akses terhadap pel ayanan
ketentraman dan ketertiban umum, tergangc
untuk meningkatkan kegajkaht edraana/natmas yda s kr
terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,

30Pemrakarsa adal ah Kepala Perangkat Daer ah;
usul atau inisiasi penyusunan rancangan Pe

31Anggaran Pendapatan Dan Bel amjjat Dgar ah sya
APBD adal ah Anggaran Pendapatan Dan Bel anj
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Tengah.
32Hari adal ah hari kerj a.

Pasal 2

Ruang |l ingkup peraturan daerah ini mel i put.i
a.bentuk produk hukum daer ah;
b.perencanaan;
c.penyusunan produk hukum daer ah
d. pembahapracmduk hukum daer ah;
e.fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;
f.nomor register;
g.penetapan, penomoran, pengundangan dan aut
h.penyebarl|l uasan;
i .tata naskah dan teknik penyusunan;
j .partisipasi masyarakat ;
k.analisis dan evaluasi ;
| .pembentukan prodaé&r abkber perspekti f Hak As
m. pembi naan dan pengawasan produk hukum daer
n.pemanfaatan teknol ogi i nf or masi dan komuni
o.koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan |

hukum daer ah;
p.pengembanganngiompemeer daya manusi a;
g.pembiayaan.

Pasal 3

(1Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan a
a.kejelasan tujuan;
b.kel embagaan atau pejabat pembentuk yang t
c.kesesuaian antara jenis dan mater:i muat at
d.dapat dil aksanakan;
e.kedayagunakeh asainl gunaan;
f . kejelasan rumusan;
g.Keterbukaan;
h.Asasssas Umum Pemerintahan Yang Bai k; dan
.As ass as | ai nnya dal am pembent ukan per a
undangan.

(2pel ain mendasar kan asas sebagai mana di me
pembentukan produk hukumtd&eamah memperh
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a.konsi stensi antar a produk hukum daer al
perundamdangan yang l ebi h tinggi dan an
daerah | ainnya;
b.kel estarian alam; dan
c.keari fan | okal
BAB I |
BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 4
(1Produwkkum dabkeearathent uk:

a.peraturan; dan
b.penetapan.
(2Prodwhlukum daer ah berbentuk peraturan seb;

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.Perda;
b.Pergub; dan
c.Peraturan DPRD.
(3Prodhhkkum daer ah ber bent uk penetapan seba
pada ayatf(b)teuduri atas:
a.keputusan Gubernur ;
b.keputusan DPRD;
c.keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.keputusan Badan Kehor matan DPRD.

Pasal 5

(1Perda memuat mater.i muat an:
a.penyel enggaraan otonomi daerah dan tugas
b.penjabaran | ebi h Ipaenrjuuntdameaanganaryang | el
tinggi

(2%el ain mater.i muat an sebagai mana di maksud
me mu at mater i muat an | ok al sesuali dengal
perundamdgangan.

(3Perda provinsi memi | i ki hierarKki yang | e

kabupaten/ kot a.

(4Perda sebagai mana di maksud pada ayat (1)
muatan untuk mengatur:
a.kewenangan provinsi;
b.kewenangan yang |l okasinya |intas daerah Kk
provinsi ;
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c.kewenangan yang penggunanya | i mat asaldarer a
satu provinsi;

d.kewenangan yang manfaat atau dampak neg

kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan/
e.kewenangan yang penggunaan sumber dayany
dilakukan ol eh daerah provinsi

Pasal 6

(1per da dnaepnauta t ketentuan tentang pembebana
penegakan/ pel aksanaan Per da seluruhnya a
pel anggar sesuai dengan ketendmudang@gam.atur a

(2Rperda dapat me mu at ancaman pidana kurungal
bul an at auwemidhhampal i ng banyak(Rpma5pu00ad. pQ
rupi ah) .

(3Perda dapat me mu at ancaman pidana kurungée
selain sebagai mana di maksud pada ayat (2)
perundamdangan.

(4pel ain sanksi sebagai naynaat d(ilma, k sPuedr dpaa ddaa p a t

ancaman sanksi yang bersifat mengembal i kan
sanksi administratif.
(5anksi administratif sebagaimana di maksud
a.teguran | isan;
b.teguran tertulis;
c.penghentian sementara kegiatan;
d.penghtian tetap kegiat an;
e.pencabutan sementara i zin,;
f . pencabutan tetap i zin;
g.denda administratif; dan/ atau
h.sanksi administratif l ai n sesuali dengze

perundwamdgangan.

BAB | ||
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Umu m
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Pasal 7

PerencanaanuPemb@®nbduk Hukum Daerah dil aksa
Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan mel.]

a.Perencanan Penyusunan Perda; dan
b.Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peratur al

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umu m
Pasal 8
Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiat

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan rancangan perda kum
C.perencanaan penyusunan rancangan perda di

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda

Pas al 9

(1Penyusunan Propemperda sebagai mana di maksu
dilakukan ol eh DPRD dan Pemerintah Provins

(2Propemperda sebagai mana di maksud pada aya
jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan s
Rancangan. Perd

(3Penyusunan dan penetapan Propemperda di |
sebelum penetapan Rancangan Perda tentang

Pasal 10
(1Propemperda memuat rencana penyusunan Ranc

(2Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
dengan kgearrmenngenai konsepsi Rancangan Pel
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a.l atar bel akang dan tujuan penyusunan;

b.sasaran yang ingin diwujudkan;
c.pokok pikiran, |l ingkup atau objek yang alk
d.jangkauan dan arah pengatur an.

Pasal 11
(1Penyusunan Propemperda dil akukan berdasark

a.perintah perat uruannd apnegraunn dyaamngg | ebi h t i ngg
b.rencana pembangunan daer ah;

c.penyel enggaraan ot onomi daerah dan tugas
d.aspirasi masyarakat daer ah.
(2Penetapamprsloaliad as Propemperda sebagai mana
(1) dilakukan ol eh Bapemperda dan Biro Huk
(3Penet ap&mal a prioritas sebagai mana di maks
memperti mbangkan
a.kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhar
dan
b.hasil sasaldan eval uasi terhadap Peratu
dil aksanakan ol eh DPRD dan/ atau Pemerint e
Paragraf 3
Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pasal 12
(1Penyusunan Propemperda di l i ngkungan DF
Bapemperda berdasdaarkianamggdtaam, komisi, gab
atau Bapemperda.
(2Anggot a, komi si, gabungan komi si atau B a
usul an Propemperda yang disertai dengan ke

Rancangan Perda sebagai mana di maksud dal am

(3Ketemt ulaebi h | anj ut mengenai tata cara pen
l i ngkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPR

Paragraf 4
Penyusunan Propemperda di l i ngkungan Pem
Pasal 13

(1Penyusunan Propemperda di ' i ngkungan F
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di koordi mdsihk@8n ro Hukum.

(2Perangkat Daer ah menyampai kan usul an Pr or

dengan keterangan mengenai konsepsi ranca
di maksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk di ¢
Biro Hukum.

(3MHasi l penyusunan Prgoapienmapnear ddi nsaekbsaud pada
di ajukan ol eh Biro Hukum kepada Gubernur m

(4Bubernur menyampai kan hasi |l penyusunan Pro
Pemerintah Provinsi kepada DPRD.

(5Ketentuan | ebih [ anjut mengenai pteatdaa cdair a
l i ngkungan Pemerintah Provinsi diatur dal a

Paragraf 5
Penetapan Propemperda
Pasal 14

(1Penyusunan Propemperda Provinsi di |l aksan
Gubernur di koordinasi kan ol eh DPRD mel al ui

(2Bapempeddaa Biro Hukum mel akukan pemant a
Propemperda berdasarkan hasil penyusunan P
di maksud pada ayat (1).

(3MHasi l pemantapan konsepsi Propemperda ant
sebagai mana di maksud pada ayat e(np)erddias.e pak

(4Bapemper da menyampai kan Propemperda y an
sebagai mana dimaksud pada ayat ( 3) kepadas
ditetapkan menj adi Propemperda dalam rapat

(5Propemperda sebagai mana dimaksud pada aya
Kept usan DPRD.

Paragraf 6
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Ku
Pasal 15
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(1Perencanaan penyusunan rancangan per da
sebagai mana di maksud dalam Pasal 8 huruf b
a.akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b.APBD.

(2Rancangan perda kumulatif terbuka sebagai mi
ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di

Pasal 16

(1Perencanaan penyusunan rancangan per da
sebagai mana di maksud dal am Pasal 8 huruf ¢
Gubernur dalam keadaan tertentu, dengan al
a.untuk mengat asi keadaan | uar bi asa, kead

al am;
b.aki bat kerja sama dengan pihak | ain;

c.keadaan tertentu rmastninkkan yadhanyn® ur gensi
Rancangan Perda yang dapat disetujui ber s
Biro Hukum;

d.pembatal an dar . Ment er i Dal am Negeri; dart

e.adanya perintah dar i p-andaogan pangndean
tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

(2Peencanaan Penyusunan Rancangan Per da Di
sebagai mana di maksud pada ayat (1) di |l ak
Propemperda.

Pas al 17

(1Perubahan Propemperda sebagai mana di maksud
dapat diajukan ol eh DPRD dan/ atau Gubernur

(2Permwahan Propemperda sebagaimana di maksud
berbentuk

a.penambahan usul an Rancangan Perda;
b.penghapusan usul an Rancangan Perda; dan/ ¢

c.penggantian usul an Rancangan Perda.
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(3Ketentuan | ebi h l anj ut mengenai mekani s
Propemperda dalam Iingkungan DPRD diatur d

(4Ket entuan |l ebi h l anj ut mengenali mekani s
Propemperda dal am l i ngkungan Pemerintah

Peraturan Gubernur.

(5Perubahan Propemperda sebagai maan al 5dianyaakts u(d:
ditetapkan dengan Perubahan Keputusan DPRD

Paragraf 8
Pel aksanaan Propemperda
Pasal 18

(1PPRD dan Gubernur mel aksanakan rencana pe
termuat dal am Propemperda.

(2Apabil a pel aksanaamrdi mabagdi manda ayat (1)

terselesai kan pada tahun berjal an, maka d
dal am Propemperda t ahun beri kutnya berd
Bapemperda dan Biro Hukum Provinsi yang d
Acar a.

(3Kesepakatan sebagaidmapnaad ad ianyaakts ( 2) diteta
paripurna dengan Perubahan Keputusan DPRD

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Pergub dan Perat

Pasal 19

(1Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur
mer upalkaemwenangan dan di sesuai kan dengan k
atau i nstanmasimag. ng

(2Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur
sebagai mana di maksud pada ayat (1) disusun

a.perintah perat uruannd apnegraunn dyaamgg gl ebi h t i n
b.kewenangan.

ri oritas penyusunan sebag

(4Penetapan skala p
ol eh Biro Hukum untuk perenc

n

0

(1) dil akukan

I
dan Bapemperda untuk perencanaan penyusuna

ritas seluadgapmdaa agamak(s
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a.kajian urgensi dan kemendesakan kebutuha
DPRD; dan
b.hasil analisis dan evaluasi terhadap Perdg
dil aksanakan ol eh Pemerintah Daerah dan/ e
(3Perencanaan penyusdinlanmk sRerrakwam mel al ui pe
Program Pembentukan Peraturan Gubernur y @
keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (s
(4Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD d
penyusunan Program PembentukartRepkanhumdamqgk
keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu

(5Program Pembent ukan Pergub dan Program
sebagai mana di maksud pada ayat ( 3) dan a
perubahan.

(6Perubahan Program PembenPu&agnamePgmbe rmdtank
DPRD sebagai mana di maksud pada ayat (5) da

a.penambahan usul an Rancangan Pergub atau

b.penghapusan usul an Rancangan Pergub at e
dan/ at au

c.penggantian usul an Rancangan Pergub atau

(6Ketentuan | ebih I anjut mengenai penyusuna
Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.

(7Ketentuan | ebih I anjut mengenai penyusuna
Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD

BAB |V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umu m

Pasal 20

(1Penyusunan rancangan Perda dilakukan berda

(2Penyusunan rancangan Perda sebagai mana di
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